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ABSTRAK

Nama/NIM : Viera Ameilia/180106040
Fakultas/Prodi . Syari’ah dan Hukum/limu Hukum
Judul Skripsi . Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian

Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor
6/Pid.Sus Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna).

Tanggal Munagasyah ~ : 6 Januari 2022

Tebal Skripsi ;143 Halaman

Pembimbing | : Badri, S.H.lI, M.H.

Pembimbing Il : Aulil Amri, M.H.

Kata Kunci . Disparitas Pidana, Pencurian Dengan Pemberatan, Anak.

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana
yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan,
tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana tanpa dasar pembenaran yang jelas
tidak sejalan dengan-asas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Huruf (c) yaitu asas nondiskriminasi yang
merupakan sebagai salah satu pelaksanaan dari sistem peradilan pidana anak. Sehingga
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan
bagaimana disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian dengan pemberatan
yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
penelitian hukum normatif empiris yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik
pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap delik
pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para terdakwa anak telah terpenuhinya
semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam penjatuhan putusan
pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, menurut penulis
belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna, belum sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-
Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian disparitas
pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, terdapat pembenaran yang jelas yakni pertama
adanya pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1)
ke-4 KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari segi
umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan cara
yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang, perbedaan dalam unsur
dimiliki secara melawan hukum, perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang
atau lebih, kemudian yang kedua adanya pertimbangan hakim terhadap rekomendasi
pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan
yang terakhir adanya pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan
meringankan anak. Sehingga terjadilah disparitas pidana. Dan disparitas pidana ini
terdapat pembenaran yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf
Latin.

Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
\ Alf | tidak tidak L ta’ t te
dilamba | dilamban (dengan
ngkan | gkan titik di
bawah)
- Ba’ b Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
< T3’ t te & ‘ain ‘ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ § es ¢ Gain g Ge
(dengan
titik di
atas)
z Jim J je s Fa’ f Ef
z Ha’ h ha T Qaf q Ki
(dengan
titik di
bawah)
z Kha’ kh ka dan 4 Kaf k Ka
ha
3 Dal d de J Lam I El
3 Zal z zet o Mim m Em
(dengan
titik di
atas)




J Ra’ r Er O Nun En
D Zai z zet B Wau We
o Stin S es J Ha’ Ha
o Syin sy es dan ye e Hamz Apostrof
ah
o Sad S es < Ya’ Ye
(dengan
titik di
bawah)
o= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal.

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal tunggal
Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A a
kasrah | i
dammah U u

2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabunganhuruf Nama
... fathahdan ya’ Ai adani
B fathahdan wau Au adanu
Contoh:
X kataba
d’-"' -fa‘ala
8 -zukira




&Yy -yazhabu
& -su'ila
<X -kaifa
ds»  -haula

3. Maddah.
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s fathahdan alifatauya’ A a dan garis di atas
.. kasrahdan ya’ 1 i dan garis di atas
3 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
J&  -gala
@) -rama
JE -gila
Jds  -yagilu

4. Ta’ marbiitah.

Transliterasi untuk ¢a 'marbiitah ada dua:

1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbiitah mati
ta’ marbiitah yang 'mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah @’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
JUubVidia3;  -raud ah al-agfal
oL -raud atul atfal
855l Al -al-Madinah al-Munawwarah
. -AL-Madinatul-Munawwarah
sk -gglhah

Xi



5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

L‘-’) -rabbana
J -nazzala
gl -al-birr
&=l -al-hajj
Az -nu’ ‘ima

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik

diikuti_ huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:

Ja) -ar-rajulu
8l -as-sayyidatu
) -asy-syamsu
ALY -al-galamu
&l -al-badr‘u
Jsal -al-jalalu

7. Hamzah.

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:

O35 G ta” khuzina
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¢ 3l -an-nau’

™ -syai 'un
a -inna
&l -umirtu
Kl -akala

8. Penulisan Kata.

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh: )

O 50 A sl ) 5 -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

4 -Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O 32l 55800 5858 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan

Qs ) 5 -[brahim al-Khalil
-Ibrahimul-Khalzl
W L glal aa 4l aly -Bismillahi majraha wa mursah
il s e U e i -Wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti man
) istatd ‘a ilahi sabila
Si all g Uail) o -Walillahi - ‘alan-nasi hijjul-baiti manistata ‘a
ilaihi sabila

9. Huruf Kapital.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
J3oY) 3aai s -Wa ma Muhammadun illa rasul
o Wl o 5 sl &) -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
485 e A%y il lallazi bibakkata mubarakkan

Gisall a8 033 o3 Glman e -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Quranu
o -Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
ondll Y G5 -Wa lagad ra’@hu bil-ufug al-mubin
a ] Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubmi
G G 5 A 3N -Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Xiii



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

G p g dl Gaial  -Nasrun minallahi wa fathun garib

Gied 5NV A& -Lillghi alOamru jami ‘an
Lillahil-amru jami‘an
e o5 0K a5 -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
28B menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,
dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasil. Hal ini berarti bahwa anak mempunyai hak yang wajib dijamin
dan dilindungi serta dipenuhi oleh negara.

Melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak,
diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat
hukum yang lebih mantap dan memadai, tak terkecuali terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum. Indonesia mengeluarkan suatu regulasi yaitu
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
yang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan
dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih
panjang serta dapat memberikan kesempatan kepada anak agar melalui
pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri,
bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa,
dan negara 2.

Anak yang dapat disidangkan di persidangan anak menurut Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ini
menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana 3. Kemudian dalam

'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

3Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga menguraikan bahwa hakim
wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh
ketua pengadilan negeri sebagai hakim, namun dalam hal diversi tidak berhasil
dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan *. Dengan
demikian dalam undang-undang ini penentuan batas usia anak dan syarat
dilanjutkan ke tahap persidangan yang dapat diperkarakan ke persidangan anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) dan belum berumur 18
(delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan telah melewati
proses diversi pada tahap penyidikan, penuntutan dan sebelum pemeriksaan
persidangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak tersebut juga menguraikan hak anak dalam proses peradilan pidana
meliputi: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan
hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas
dari penyiksaan, penghukuman atau pelakuan lain yang kejam, tidak manusiawi,
serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak dijatuhi pidana mati atau
pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di
muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh
pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, memperoleh
advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas,
terutama bagia anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan
kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan °. Perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana

“Pasal 52 Ayat (2) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
SPasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.



tidak bisa lepas dari pengaruh hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap
anak. Penjatuhan pidana dapat berdampak buruk bagi keadaan anak maka dari
itu diharapkan penjatuhan pidana ini sebagai upaya pembinaan dan perlindungan
anak ® Untuk itu hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya terhadap kasus
anak yang berkonflik dengan hukum, tentunya selain berdasarkan pada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus mempertimbangkan
nilai-nilai kemanusiaan, asas-asas sistem peradilan pidana anak, asas
kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan
perilaku anak yang menimbulkan efek jera pasca keluar dari pidana yang
dijalani. Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut,
akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan Kketidakadilan di dalam
memberikan pidana. Salah satunya terjadi disparitas pidana atau penerapan
pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dalam prakteknya di
pengadilan. Dan inilah menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip oleh
Muladi, yang dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah
disparitas pidana (disparity of sentencing) ’.

Disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama
terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat
berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas 8.
Seperti terjadinya disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian
dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna merupakan sampel penelitian
dari adanya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang
sama. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, menyatakan bahwa hakim

memutuskan untuk menjatuhkan pemidanaan dengan saksi pidana pembinaan

®Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
him.3.

"Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana (Bandung:
Alumni, 2005), him. 54.

81bid.



dalam Lembaga Penyelengara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Anaeuk
Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) Bulan dengan perbuatan yang
dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim bahwa anak bersalah
karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana
Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Sementara itu Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna,
menyatakan bahwa hakim memutuskan untuk menjatuhkan pemidanaan dengan
sanksi pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari
dengan perbuatan yang dilakukan terbukti secara sah dan meyakinkan hakim
bahwa anak bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan
memberatkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4
KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Kedua putusan di atas menyatakan bahwa terdakwa
anaktersebut terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yaitu
pencurian dalam keadaan yang memberatkan maksudnya adalah pencurian yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang ancaman pidana penjara paling lama
(7) tujuh tahun °. Kemudian karena dalam putusan tersebut terpidananya adalah
anak, maka dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 Ayat (2) dikatakan
bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan keada anak paling lama %2 (satu
perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini
berarti bahwa anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6
(enam) Bulan penjara berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan
tersebut. Sementara itu dalam kedua putusan tersebut yaitu pada Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, anak dijatuhkan saksi pidana pembinaan dalam
Lembaga Penyelengara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Anaeuk

°Redaksi Grasindo, Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia
(KUHPer, KUHP, dan KUHAP) (Jakarta: Grasindo, 2018), him. 646.



Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan. Sedangkan dalam Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna dijatuhkan sanksi pidana kepada anak
dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari. Padahal kedua putusan tersebut
dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan anak terlihat hampir sama
yaitu pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, dalam keadaan yang
memberatkan bahwa perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat,
sedangkan keadaan yang meringankan bahwa para anak mengakui kesalahannya
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sudah ada perdamaian
antara orang tua para anak dengan para korban. Selanjutnya dalam Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, dalam keadaan yang memberatkan
bahwa perbuatan anak telah meresahkan masyarakat, sedangkan dalam keadaan
yang meringankan adalah anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya, anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, dan
perbuatan anak telah dimaafkan oleh saksi korban. Hal ini menurut penulis
membuktikan bahwa kedua putusan tersebut terdapat penerapan pidana yang
tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan
administrasi pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah membandingkan
antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan pada orang
lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan
pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal
penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin
dicapai dalam tujuan pemidanaan *°. Disparitas pidana tanpa dasar pembenaran
yang jelas ini tidak sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 2 Huruf (c) yaitu
asas nondiskriminasi yang merupakan sebagai salah satu pelaksanaan dari

sistem peradilan pidana anak.

Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: Alumni, 1985), him. 10.



Namun mengingat kekuasaan kehakiman adalah kekuaaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggarannya Negara Hukum Republik
Indonesia . Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut menghendaki
agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung
maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan,
serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Di satu sisi hal tersebut membawa
dampak yang sangat positif terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.
Namun di sisi lain kebebasan hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan pidana
anak yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak
pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran
yang jelas, akan membawa dampak negatif yaitu memicu terjadinya diskiminasi
yang tidak sejalan dengan asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

Berdasarkan uraian tersebut sehingga melandasi pemikiran penulis untuk
mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang “Disparitas Pidana Putusan
Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna)” .

B. Rumusan Masalah.
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dibagian latar belakang,
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian

dengan pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-

“pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.



Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN
Bna)?

2. Bagaimana disparitas pidana putusan hakim terhadap delik pencurian
dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan pada pembatasan rumusan masalah di atas, adapun tujuan
dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap delik
pencurian dengan pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna).

2. Untuk mengetahui disparitas pidana putusan hakim terhadap delik
pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna.

D. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari
penemuan terdahulu yaitu dengan mendalami, membandingkan, menelaah dan
untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada *2. Maka dalam kajian
pustaka ini peneliti mencantumkan beberapa tulisan dan penelitian yang
berkaitan dengan judul ini namun berbeda dengan fokus pembahasan dan lokasi
penelitian.

Jurnal Yudisial yang ditulis oleh Wahyu Nugroho tahun 2012 dengan

judul, Disparitas Hukum Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan

125yharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 58.



Pemberatan Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan
Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg., dari Fakultas Hukum Universitas Sahid 12,
Inti dari hasil penelitiannya bahwa kedua putusan tersebut menunjukkan hakim
dalam perkara pencurian dengan pemberatan atas kedua putusan itu kurang
memerhatikan faktor-faktor kriminogen yang ada di masyarakat dan tidak
bersandarkan kepada tujuan pemidanaan yang mengarahkan narapidana sebagai
sarana untuk memperbaiki perilakunya, hanya berfungsi sebagai pembalasan
atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, masih kental pola pikir hakim yang
positivistik atau legistik. Namun penelitian tersebut tidak sama objek
penelitiannya dan lokasi penelitian. Yang mana objek dan lokasi penelitian
penulis terhadap terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada studi kasus
terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Objeknya tindak pidana yang dilakukan oleh
anak dan lokasi penelitian penulis di Pengadilan Negara Banda Aceh Kelas 1A.
Sedangkan objek dan lokasi penelitian tersebut yaitu objeknya orang dewasa
yang berumur diatas 18 (delapan belas) tahun pada Putusan Nomor
590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. Di Pengadilan
Negeri Semarang.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul ini ialah Skripsi Chandra
Dewangga Marditya Putra, tahun 2016 dengan judul, Analisi Disparitas Putusan
dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Studi Kasus dalam
Putusan No: 108/Pid.B/2015/PN.Kpn dan No: 80/Pid. B/2015/PN.Kpn”, dari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang'*. Inti dari hasil

BWahyu Nugroho, “Disparitas Hukum Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan,” Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 261 -282. Diakses melalui melalui
situs:https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108pada tanggal 4 Juli
2021.

1Chandra Dewangga Marditya Putra, “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi perbandingan Putusan No
:108/Pid.B/2015/PN.Kpn  dan No: 80/Pid.B/2015/PN.Kpn). Diakses melalui situs:


https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/124/108

penelitiannya bahwa terhadap dua pertimbangan yang dilakukan oleh hakim
sebelum putusannya, yaitu pertama pertimbangan yang bersifat yuridis berupa
dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang
bukti dan pasal-pasal yang mengaturnya. Kedua, pertimbangan yang bersifat
non yuridis, berupa alasan pemberatan di luar KUHP, alasan peringan di luar
KUHP, motif dan status sosial terdakwa. Namun tulisan tersebut berbeda objek
penelitian dan lokasi penelitian. Objek penelitian penulis ialah tindak pidana
yang dilakukan oleh anak, yang mana selain melihat pada pengaturan hukum di
dalam KUHP juga melihat pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian lokasi penelitian
penulis di Pengadilan Negara Banda Aceh Kelas IA.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini ialah Skripsi
A.Dhakirillah, tahun 2020 dengan judul, Disparitas Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (STUDI Putusan Nomor : 256 /
PID.B / 2019 / PN JMB dan Nomor : 230 / PID.B / 2019 / PN JMB Di
Pengadilan Negeri Kota Jambi), dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam
NegeriSulthan Thaha Syaifuddin *°. Inti dari tulisan tersebut bahwa ada
beberapa faktor terjadinya disparitas pidana yaitu faktor yuridis dan faktor
empiris, kemudian tulisan tersebut juga membahas upaya hakim terhadap
terjadinya putusan disparitas pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan
pemberatan harus memenuhi tiga syarat yaitu asas kepastian hukum, asas
keadilan dan asas kemanfaatan. Namun tulisan tersebut berbeda dengan objek
dan lokasi penelitian penulis, penulis membahas terkait dengan disparitas pidana

terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada dua putusan yakni Putusan

https://eprints.umm.ac.id/36216/1/jiptummpp-gdl-chandradew-47630-1-pendahul-n.pdf pada
tanggal 5 Juli 2021.

15A Dhakirillah, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan (Studi Putusan Nomor : 256 / PID.B / 2019 / PN JMB Dan Nomor : 230 / PID.B /
2019/PNJMB Di Pengadilan Negeri Kota Jambi)”. Diakses melalui situs: http://repository
.uinjambi.ac.id/3449/ pada tanggal 5 Juli 2021.


https://eprints.umm.ac.id/36216/1/jiptummpp-gdl-chandradew-47630-1-pendahul-n.pdf
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Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna, yang mana objek penelitian penulis adalah anak yang
berkonflik dengan hukum, anak dimaksud disini dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa
anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang
berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun
yang diduga melakukan tindak pidana, dan lokasinya di Pengadilan Negeri
Banda Aceh Kelas | A.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini ialah jurnal dari
Diponogoro Law Journal yang ditulis oleh Mutiara Hardiyanti Sibuea, Eko
Soponyono, dan Purwoto tahun 2017 yang berjudul Disparitas Pidana Dalam
Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang
Nomor 439/P1D.B/2015/PN.SMG, Nomor 447/PID.B/2015/PN.SMG, dan
Nomor 596/P1D.B/2015/PN.SMG, dari Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro®®. Inti dari tulisan tersebut membahas ada beberapa faktor yang
menyebabkan terjadinya disparitas pidana, faktor-faktornya yaitu faktor hakim,
faktor terdakwa, faktor tuntutan jaksa penuntut umum, dan faktor hukum itu
sendiri, kemudian juga membahas dampak yang ditimbulkan dengan adanya
disparitas pidana seperti muncul rasa ketidakpuasan dalam diri masyarakat serta
terpidana sehingga menjadikan mereka masyarakat yang tidak menghargai
hukum. Namun tulisan tersebut berbeda objek, fokus dan lokasi penelitian
penulis. Penulis akan membahas terkait dengan disparitas pidana terhadap delik
pencurian dengan pemberatan pada dua putusan yakni Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN

Bna. Yang mana tindak pidananya adalah pencurian dengan pemberatan,

®Mutiara Hardiyanti Sibuea, Eko Soponyono, dan Purwoto, “Disparitas Pidana Dalam
Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
439/PID.B/2015/PN.SMG, Nomor 447/P1D.B/2015/PN.SMG, Dan Nomor 596/PID.B/2015
/PN.SMG” Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Diakses melalui situs:
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19593/0pada tanggal 5 Juli 2021.


https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19593/0
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objeknya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, putusannya pada Putusan
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna, dan lokasinya di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini ialah karya ilmiah
oleh Kartika Ompusunggu yang berjudul, Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Malang Nomor: 770/PID.SUS/2012/PN.MLG Tentang Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak, dari Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya 7. Inti dari tulisan tersebut membahas tentang
makna yuridis pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan
implikasi putusan tersebut yang menjatuhkan pidana terhadap anak sebagali
pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Namun tulisan tersebut
hanya membahas satu putusan saja terkait dengan tindak pidana pencurian
dengan pemberatan dan tidak membandingkan dengan putusan lain yang
ancaman tindak pidana yang sama, sementara dalam tulisan penulis akan
membahas terkait dengan dua putusan yang ancaman tindak pidananya sama
tetapi penerapan pidana atau penjatuhan hukuman yang tidak sama, kemudian
fokus penulis pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Tulisan lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini ialah skripsi Andi
Siti Kurnia, tahun 2014 dengan judul, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi
Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks), dari Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin Makassar 8. Inti dari tulisan tersebut membahas tentang penerapan

hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pencurian

Kartika Ompusunggu, “ Analisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor Nomor:
770/Pid.Sus/2012/Pn.MIg Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang
Dilakukan Oleh Anak™. Diakses melalui situs: http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/
hukum/article/view/1066/1053pada tanggal 5 Juli 2021.

BAndi Siti Kurnia, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan
Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan : No. 206/Pid.B/2013/PN.Mks)” .
Diakses melalui situs:https://core.ac.uk/download/pdf/77625174.pdf pada tanggal 5 Juli 2021.


http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/%20hukum/article/view/1066/1053
http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/%20hukum/article/view/1066/1053
https://core.ac.uk/download/pdf/77625174.pdf
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dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak terhadap Putusan Nomor 206/Pid.
B/2013/PN MKks, bahwa dalam penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut
telah sesuai dengan peraturan perundang-undagan yang berlaku, sebagaimana
yang telah diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan beberapa
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pembinaan terhadap
terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri
dengan dua alat bukti yang ditampilkan dalam persidangan. Namun tulisan
tersebut berbeda fokus, lokasi dan objek penelitian penulis, penelitian penulis
membahas disparitas pidana terhadap delik pencurian dengan pemberatan pada
dua putusan yakni Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

E. Penjelasan Istilah.

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk
memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan proposal skripsi ini,
maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan
pembahasan penulis di atas, di antaranya adalah:

1. Disparitas Pidana.
Menurut Muladi dan Arief, bahwa disparitas pidana adalah
penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama

(same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya

dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa

pembenaran yang jelas. Di samping itu, menurut Jackson yang dikutip
oleh Muladi, maka “tanpa merujuk legal category (kategori hukum) ”,
disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak

sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana *°.

PMuladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan (Semarang: FH Unissul,
2010), him.53.
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Jadi disparitas pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana yang
tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang
hampir sama tingkat kejahatannya, tanpa dasar yang dapat dibenarkan
karena alasan yang tidak jelas.

2. Delik.

Pengertian delik dalam “Kamus Hukum karya Yan Pramadya
Puspita” adalah tindak pidana 2°. Delik, menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia Daring Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana 2.
Menurut S.R. Sianturi, dalam bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum
Pidana di Indonesia dan penerapan, dalam peristilahan di Indonesia”,
delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan
juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan
berbagai istilah bahasa indonesia sebagai:

a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
b. Peristiwa pidana.
c. Perbuatan pidana.
d. Tindak pidana®.

Menurut C.S.T. Kansil, mengatakan pengertian delik adalah
perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu
bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja

2Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia,
Inggris (Semarang: Aneka Indonesia, 1990), him. 291.

2lKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/
entri/delik, tanggal 3 Oktober 2021.

2Sjanturi. S.R., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3 (Jakarta:
Storia Grafika, 2002), him. 204-207.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/%20entri/delik
https://kbbi.kemdikbud.go.id/%20entri/delik
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oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan 2. Jadi delik adalah suatu
tindak pidana atau tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya
tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah
dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

3. Pencurian Dengan Pemberatan.

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau
pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam
KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan
adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan
tertentu yang memberatkan. Delik pencurian dengan keadaan yang
memberatkan juga disebut delik yang dikualifisir 2. Delik dikualifisir
adalah delik yang ancaman pidananya diperberat, karena ada unsur
keadaan yang memberatkan, dalam keadaan tertentu atau kondisi tertentu
dan dengan cara tertentu. Wirjono Prodjodikoro, menerjemahkan
Pencurian dengan pemberatan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai
suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat
dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih
tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari
pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP 2. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah pencurian
biasa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan
unsur-unsur lain yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan

tertentu yang memberatkan sehingga ancaman pemidanaannya diperberat

ZBKansil,C.S.T., Pengantar IImu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 284.

2ASuharto RM, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar
Dakwaan (Jakarta: Sinar Grafika,2002), him. 72.

BWiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung:
Refika Aditama,2003), him. 14.
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dari pencurian biasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 363 Ayat (1)
ke-4 KUHP.
4. Anak.

Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain
dalam Kamus Hukum oleh Puspa yang mengatakan bahwa “Anak (Ind),
Pupil mindergarije onder voogdeij (Bid), adalah anak yang berada di
bawa pengawasan orang tua/wali” ?°. Sedangkan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia secara etimologi, Muliono, dkk, dengan singkat
merumuskan bahwa: “Anak adalah keturunan; anak manusia yang masih
kecil ; dst”. Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di
bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan,
pembinaan, perlindungan dan pengayoman 2. Dalam konteks yang
demikian yang dimaksud anak adalah mereka yang masih bayi, berusia
balita atau anak usia dini, anak-anak atau anak usia sekolah (6-15 tahun),
dan anak remaja (16-21 tahun) serta belum menikah atau dewasa. Dalam
penelitian ini yang kami maksud adalah anak yang berkonflik dengan
hukum sebagamana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa anak
yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak
yang berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan
belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana 2.

F. Metode Penelitian.
Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan

dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna

%Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia,
Inggris..., him. 66.

Z’Muliono dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI dan Balai Pusta, 1998), him. 30-31.

2pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
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memecahkan permasalahan 2. Dalam penelitian ini penulis menggunakan
metode penelitian hukum normatif empiris yang didukung dengan data
lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi
dokumen dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan,
membandingkan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan
masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian
yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan,
menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas
dan terarah dari hasil penelitian nantinya sehingga pada akhirnya dapat
diketahui tentang “Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian
Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)”.
1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli
atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas *°. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan
dan doktin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-
pengertian hukum, dan konsep-konsep hukum, dan asas-asas, hukum
yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi. Kemudian
menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan

menelaah dan menganalisis undang-undang dan regulasi yang

®|shag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,
(Bandung: Alfabeta, 2017), him. 97.

30Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2000), him. 23.
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berhubungan dengan judul penelitian ini, dan juga menggunakan

pendekatan perbandingan kedua putusan yang akan dilakukan dengan

cara melakukan telaah terhadap 2 (dua) putusan yakni pada Putusan

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-

Anak/2019/PN Bna, khususnya terhadap pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terkait perkara atau kasus-kasus putusan tersebut.
2. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
empiris, bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan konseptual,
pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan kedua
putusan. Yang didukung dengan data lapangan, dengan teknik
pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara,
dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif
yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan, membandingkan
kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan
tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang
diolah.

3. Jenis Data dan Sumber Data.
a. Jenis Data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan
data sekunder. Data primer adalah bahan atau sumber data yang
menjadi pokok dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang
diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap
berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah
atau materi penelitian 3. Data primer yang penulis gunakan dalam

penelitian ini terdiri dari:

3IMukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Emperis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him. 15.
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1) Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data
peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku
tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi dokumen dari data
primernya adalah Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna
dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

2) Wawancara.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari
seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang akan dilakukan
penulis dalam penelitian ini ditunjukkan kepada 2 (dua) orang
hakim anak atau hakim lainnya di Pengadilan Negeri Banda
Aceh.

Data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
skunder dan hukum tersier, yaitu:
1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat *2. Adapun bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¢) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

32Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia/Ul-
Press, 2007), him. 52.
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e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman..

g) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2) Bahan Hukum Skunder.

Bahan hukum skunder adalah bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku
literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta
bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam
penelitian %,

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia,
majalah, dan seterusnya.

b. Sumber Data.

Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini adalah
sumber data skunder, yaitu bersumber pada dokumen-dokumen
resmi, buku-buku, hasil penelitan yang berwujud laporan, buku
harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen 34,

Sumber data skunder yang penulis gunakan dalam penelitian
ini adalah berupa dokumen resmi dalam bentuk putusan hakim yang
diperoleh dari Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain itu untuk

memberikan tambahan analisis, penulis juga mengadakan

#Ibid.
*Ibid.
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wawancara sederhana kepada 2 (dua) orang hakim anak atau hakim
lainnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi dokumen
dan wawancara, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
analisis data  kualitatif yaitu dengan  pengumpulan  data,
mengkualifikasikan, membandingkan, kemudian menghubungkan teori
yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik
kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah.

5. Teknik Analisi Data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa bukan angka, akan
tetapi merupakan suatu kalimat-kalimat, catatan, foto, rekaman suara dan
gambar *. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka
hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis
kualitatif. Analisis data yang di lakukan dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Reduksi Data.

Pada data kepustakaan atau dokumen akan dirangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting,
dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, sedangkan
pada data lapangan, wawancara dan data lain telah tersedia, tahap
seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean,
perumusan tema, pengelompokkan dan penyajian data.

b. Penyajian Data.
Pada tahap peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan penyajian data kualitatif disajikan dalam

%1shag, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi..., him.
102.



21

bentuk teks naratif. Adapun untuk data kepustakaan, peneliti
membuat kategori, klasifikasi, dan kemudian menyusunnya ke
dalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.
Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun
dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini
penyajian data mengenai “Disparitas Pidana Putusan Hakim
Terhadap Delik Pencurian Dengan (Studi Kasus Terhadap Putusan
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bna dan Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)”.

c. Penyimpulan dan Verivikasi Data.

Penyimpulan dan verifikasi melibatkan peneliti dalam proses
interpretasi, penetapan makna dari data yang tersaji. Untuk data
kepustakaan yang fokus pada pemikiran tokoh juga dapat diterapkan
beberapa metode analisis meliputi: metode pemahaman, metode
interpretasi dan lain-lain. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi
selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dapat diubah setelah
seluruh data di analisis mengenai “Disparitas Pidana Putusan Hakim
Terhadap Delik Pencurian -Dengan Pemberatan (Studi Kasus
Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)”.

6. Pedoman Penulis.

Penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi revisi 2019
yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku hukum, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana



22

Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memudahkan penulisan proposal skripsi ini, maka penulis akan
memberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang
berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan porposal
skripsi ini adalah:

Bab satu merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini digambarkan secara
umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian
pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang
akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis, akan membahas terkait dengan
tinjauan umum tentang disparitas putusan anak sebagai pelaku tindak pidana
pencurian dengan pemberatan meliputi: tinjauan umum tentang disparitas pidana
seperti: pengertian disparitas pidana, jenis-jenis disparitas pidana, faktor-faktor
yang mempengaruhi disparitas pidana putusan hakim, dampak terjadinya
disparitas pidana. Kemudian tinjuan umum delik pencurian dengan pemberatan
seperti: pengertian delik pencurian dengan pemberatan, unsur-unsur pencurian
dengan pemberatan. Selanjutnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Dan proses
hakim dalam memutuskan perkara pidana anak.

Bab ketiga merupakan inti yang akan membahas terkait dengan,
penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan pemberatan
studi kasus terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, dan disparitas pidana putusan hakim
terhadap delik pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN

Bna.
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Bab keempat, merupakan bab akhir sebagai penutup yang akan
menjelaskan terkait dengan kesimpulan dari bab-bab terdahulu, serta saran yang

menyangkut rumusan masalah yang di paparkan.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PUTUSAN
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.
1. Pengertian Disparitas Pidana.

Disparitas pidana sering diartikan dengan istilah perbedaan pidana.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “disparitas” artinya perbedaan atau
jarak 3. Menurut Cheng Molly, sebagaimana yang dikutip olen Muladi, yang
dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang
tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap
tindak-tindak pidana yang sifat berbahanyanya dapat diperbandingkan (offences
of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Di samping itu,
menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk (legal category)atau
katagori hukum, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap
mereka yang melakukan bersama suatu delik 3’. Disparitas pidana terkait dengan
masalah pemidanaan (Sentencecing atau straftoemaeting) yang merupakan
bagian penting dari hukum pidana karena segala peraturan mengenai hukum
pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan . Jadi disparitas pidana
adalah sutu perbedaan dalam penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak
pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahanya dapat
diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dengan kata lain disparitas
pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak

pidana yang sejenis.

%6Ahmad Supeno, Kamus Praktis Bahasa Indonesia Edisi Terbaru Dilengkapi Dengan
EYD Menurut Pedoman Lembaga Bahasa Nasional Untuk Pelajar, Mahasiswa, Dan Umum,
(Yogyakarta: Pyramida, 2015), him. 148.

$’Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni,
2005), him. 53.

3Eddy Djunaidi Karnasudirdja, H., Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan
Narapidana (Jakarta: Mahkamah Agung, 1983), him. 1.
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2. Jenis-Jenis Disparitas Pidana.

Menurut Harkristuti Harkrissnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam

beberapa ketegori yaitu:

a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.

b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan
yang sama.

c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.

d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang
berbeda untuk tindak pidana yang sama *°.

Menurut Romli Atmasasmita, disparitas di dalam pemidanaan dapat

dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

a. Disparitas pidana dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-
delik yang agak berat, namun disparitas pidana tersebut harus disertai
dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.

b. Disparitas pidana dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun
wajar “°,

Dengan demikian terdapat beberapa kategori dalam disparitas pidana dan

beberapa hal disparitas di dalam pemidanaan yang dapat dibenarkan.
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pidana Putusan

Hakim.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana

putusan hakim, seperti menurut Mutiara Hardiyanti Sibuea, dkk. Bahwa faktor

penyebab adanya disparitas pidana dalam perkara pencurian biasa yakni:

%Harkristuti Hakrsnowo “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap
Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April,
Jakarta, 2003, him. 28

“Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Bandung: Binacipta, 1996), him.82.

#“Mutiara Hardiyanti Sibuea, Eko Soponyono & Purwoto, “Disparitas Pidana Dalam
Perkara Pencurian Biasa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
439/PID.B/2015/PN.SMG,Nomor447/P1D.B/2015/PN.SMG,DanNomor596/P1D.B/2015/PN.SM
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a. Faktor hakim, dimana setiap perkara yang diputus oleh hakim yang
berbeda belum tentu menghasilkan putusan yang sama. Setiap hakim
belum tentu memiliki aliran hukum yang sama mengingat di
Indonesia tidak ada aturan bagi hakim untuk menggunakan aliran
hukum tertentu. Hakim bebas bergerak dari minimal umum ke
maksimal khusus dengan pertimbangan yang berbeda-beda dalam
menjatuhkan putusan yang dirasa adil oleh hakim.
b. Faktor dari terdakwa, apabila terdakwa adalah orang yang pernah
dihukum terlebih dengan perkara yang sama (pengulangan).
c. Faktor tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim memberikan putusan
dibawah tuntutan jaksa penuntut umum tetapi tidak jauh dari tuntutan
yang diberikan. Semakin rendah tuntutan, maka semakin rendah pula
putusan yang diberikan oleh hakim.
d. Faktor hukum. Hukum di Indonesia belum mengatur pedoman bagi
hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek dari terdakwa.
Menurut Sudarto, bahwa salah satu penyebab dari timbulnya disparitas
pidana adalah “KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana
(straftoemetingsleiddraad) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh
pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh
hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana” 2.

Menurut Wijayanto, faktor yang menyebabkan timbulnya disparitas
dalam penjatuhan pidana bahwa peraturan perundang-undangan pidana yang
selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas
yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
Undang-undang yang ada hanya dijadikan pedoman pemberian hukuman

maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana

G)”.Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. Diakses melalui
http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/, tanggal 29 Oktober 2021.

42Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap
Pembaharuan Hukum Pidana (Bandung: Sinar Baru, 1983), him. 57.
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seharusnya secara tegas dicantumkan dalam undang-undang, untuk menghindari
sewenangan-wenangan Yyang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan

putusannya

. Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam
penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab
terjadinya diparitas pidana putusan hakim yakni antara lain faktor yang
bersumber dari hukum itu sendiri, bahwa dalam peraturan perundang-undangan
hanya dicantumkan pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja,
seharusnya menurut penulis dicantumkan secara tegas dalam undang-undang
tentang pedoman pemberian sanksi pidana, sehingga diharapkan akan
menghindari sewenang-wenangan Yyang dilakukan oleh hakim dalam
menjatuhkan putusan, kemudian faktor dari hakimnya sendiri, bahwa setiap
hakim berbeda kepribadian, pemikiran, lingkungan sosial, latar belakang sosial,
pendidikan, agama, pengalaman, perangai, dan perilaku sosialnya, hal inilah
yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana
setiap hakim. Kemudian faktor lainnya penyebab terjadinya diparitas pidana
putusan hakim adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses
peradilan seperti tuntutan jaksa penuntut umum dan keadaan yang memberatkan
dan meringankan terdakwa.

4. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana.

Disparitas pidana memang tidak bisa dihindari, mengingat adanya
beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana tersebut yang tidak
dapat dielakkan, namun pada akhirnya hakim yang akan menentukan terjadinya
suatu disparitas pidana. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam,

karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan

“Indung Wijayanto, “Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana pencurian Biasa
Di Pengadilan Negeri Kota Semarang”. Pandecta Research Law Journal, Volume 7, Nomor 2.
Juli  2012. Diakses melalui: https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article
Iview/2387/2440, tanggal 29 Oktober 2021.


https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article%20/view/2387/2440
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article%20/view/2387/2440
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individu dan hak negara untuk memidana *¢. Disparitas pidana ini akan
berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.
Terpidana yang setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan
kepadanya dengan yang dikenakan pada orang lain kemudian merasa menjadi
korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi
terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum
tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan
pemidanaan®. Ada beberapa dampak terjadinya disparitas pidana. Menurut
Edward M. Kennedy dalam Barda Nawawi Arief, ia menjelaskan bahwa akibat
yang di timbulkan dari disparitas adalah:

a. Dapat menumbuhkan perasaan sinis masyarakat terhadap sistem

pidana yang ada;
b. Gagal dalam mencegah terjadinya kejahatan;
c. Mendorong terjadinya kejahatan;

d. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelanggar “°.

Sementara itu menurut Aghata Langlang Buana dan Nyoman Serikat
Putra Jaya, dalam tulisannya “Kajian Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang
Disparitas Pidana Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Semarang)” bahwa pada penerapan pidana yang berbeda
terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat
berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas, maka

ini bisa berakibat fatal, akibatnya sebagai berikut: 4.

“Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung:
Alumni, 1989), him. 52-53.

“Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Cet.2..., him. 119.

“6Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legisltive Dalam Penanggulangan Kejahatan
Dengan Pidana Penjara(Semarang: BP UNDIP, 1994), him. 49.

#"Aghata Langlang Buana dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kajian Terhadap
Pertimbangan Hakim Tentang Disparitas Pidana Dalam Kasus-Kasus Tindak Pidana Pencurian
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)”. LAW REFORM, vol. 7, no. 2, pp. 98-120, Oct.
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a. Dampak terhadap perilaku tindak pidana.

1) Pelaku tindak pidana tidak akan lagi menghargai hukum.
2) Timbulnya demoralisasi.
3) Sikap anti rehabilitasi.

b. Dampak terhadap masyarakat.

1) Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak
hukum.

2) Masyarakat menganggap tidak ada keadilan hukum.

3) Masyarakat menganggap tidak ada kepastian hukum.

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim
memang tidak dapat dielakkan, mengingat adanya beberapa faktor penyebab
terjadinya disparitas yang tidak dapat dihindari, seperti pada faktor hukum itu
sendiri dan hakim sebagai penentu terjadinya disparitas pidana, karena hakim
yang menanggani suatu perkara dengan memiliki cara pandang dan pemahaman
yang berbeda. Sehingga menimbulkan beberapa dampak dari terjadinya
disparitas pidana ini seperti dampak yang akan dirasakan kepada perilaku tindak
pidana yakni pelaku tindak pidana tidak akan lagi menghargai hukum,
timbulnya demoralisasi, sikap anti rehabilitasi. Kemudian dampak terhadap
masyarakat seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak
hukum, masyarakat menganggap tidak ada keadilan hukum, masyarakat
menganggap tidak ada kepastian hukum, dan dampak terhadap sistem pidana di
Indonesia seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana di

Indonesia yang dapat memberikan rasa keadilan.

2012. Diakses melalui https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12411 ,
tanggal 2 November 2021.


https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12411

30

B. Tinjauan Umum Delik Pencurian Dengan Pemberatan.
1. Pengertian Delik Pencurian Dengan Pemberatan.

Sebelum membahas terkait dengan delik pencurian dengan pemberatan,
maka penulis menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan pengertian delik itu
sendiri. Pengertian delik dalam Kamus Hukum karya Yan Pramadya Puspita
adalah tindak pidana “8. Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
atau merupakan tindak pidana . Menurut C.S.T. Kansil, mengatakan
pengertian delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh
karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja
oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan °°. Jadi delik dapat disimpulkan
adalah suatu tindak pidana atau tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut
dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai
suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi”
yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata
“pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara
mencuri dilaksanakan °!. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil
milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-

sembunyi 2. Dalam hukum positif pencurian secara umum dijelaskan dalam

“8Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia,
Inggris..., him. 291.

“4SKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.
go.id/entri/delik, tanggal 3 Oktober 2021.

0C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 284.

SIRidwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan IImu-limu Forensik (Medan:
USU Press, 1994), him. 8.

2Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), him. 85.
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Bab XXII KUHP Pasal 362 yaitu: “Barang siapa mengambil barang sesuatu,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus
rupiah” °3. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa delik
pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang
merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Jadi pengertian
secara umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Delik pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-
jenis pencurian lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian
pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu: pencurian biasa,
pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan
kekerasan **. Masing-masing jenis pencurian tersebut terdapat ketentuan yang
berlainan dalam hal pemidanaannya. Pada jenis tindak pidana pencurian dengan
pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi: >

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1) Pencurian ternak,

2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa
bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal
terdampar, kecelakaan kereta api, hura-hara, pemberontakan, atau
bahaya perang.

3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan

rumah tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

3Redaksi Grasindo, Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia
(KUHPer, KUHP, dan KUHAP) (Jakarta: Grasindo, 2018), him. 646.

%4Soenarto Soerodibroto, R., KUHP & KUHAP, Ed. 5, Cet. 12 (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 223-224.

%Redaksi Grasindo, Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia
(KUHPer, KUHP, dan KUHAP).., him. 646-647.
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yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
berhak,

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu,

5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,
atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak
kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah
satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara
paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dinamakan
pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal). Delik pencurian dengan
keadaan yang memberatkan juga disebut delik yang dikualifisir °°. Delik
dikualifisir adalah delik yang ancaman pidannya diperberat, karena ada unsur
keadaan yang memberatkan, dalam keadaan tertentu atau kondisi tertentu dan
dengan cara tertentu. Wirjono Prodjodikoro, menerjemahkan Pencurian dengan
pemberatan sebagai pencurian Khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan
cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam
dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman
penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362
KUHP %7, Jadi dapat disimpulkan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah
pencurian biasa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah
dengan unsur-unsur lain yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan
tertentu yang memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 (KUHP)

sehingga ancaman pemidanaannya diperberat dari pencurian biasa.

%6Suharto RM, Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar
Dakwaan..., him. 72.

S"Wiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Bandung:
Refika Aditama, 2003), him. 14.
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2. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan.

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian
dengan kualifikasi ini disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada
objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat
terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas °¢. Unsur-unsur
pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang
memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, maka dari itu
diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari
hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam
Pasal 362 KUHP. Adapun unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok yang
dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

a. Unsur objektif, terdiri dari:

1) Barang siapa.

2) Perbuatan mengambil.

3) Objeknya suatu benda.

4) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda
tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur subjektif, terdiri dari:

1) Adanya maksud.

2) Yang ditujukan untuk memiliki.

3) Dengan melawan hukum suatu perbuatan atau peristiwa, baru
dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur
tersebut diatas *°.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur pencurian dalam bentuk pokok yang

dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

8Sudarsono, Pengantar llmu Hukum.Cet. 111 (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), him. 207.

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda (Malang: Bayu Media, 2003),
him. 5.
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a. Unsur barang siapa.

Unsur barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum
yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat
dipertanggungjawabkan secara yuridis.

b. Unsur adanya perbuatan mengambil.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “mengambil” yang
artinya memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan,
disimpan, dan sebagainya; memungut, mengurangi, memiliki;
merebut ® . Kemudian kata “mengambil” dalam arti sempit terbatas
pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan
mengalinkannya ke lain tempat 5. Perbuatan mengambil juga
diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan
yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar
kekuasaan pemiliknya ®2. Jadi maksud adanya perbuatan mengambil
dapat disimpulkan dengan memegang sesuatu benda lalu dibawa
dengan cara memiliki atau dengan merebut yang mengakibatkan
barang tersebut berada dibawa kekuasaan yang melakukan atau yang
mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilik aslinya.

c. Unsur objeknya suatu benda atau yang diambil adalah suatu barang.
Istilah “suatu barang” ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi,
yakni yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya
adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya,

sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk

80Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/
entri/mengambil, tanggal 3 Oktober 2021.

81Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda..., him. 5.

%2Tim  Yuridis.id, Mengenal Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian.
https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/, tanggal 10 November 2021.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/%20entri/mengambil
https://kbbi.kemdikbud.go.id/%20entri/mengambil
https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/
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kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa
yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya . Kemudian menurut
R. Soesilo, yang dimaksud dengan ‘barang’ adalah segala sesuatu
yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan
barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat
bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus
dapat dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-
barang yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung, dan
sebagainya 4. Sedangkan menurut = Wirjono Prodjodikoro,
mengatakan bahwa oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah
merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus
berharga ®°. Kemudian menurut H.A.K. Moch. Anwar, bahwa barang
yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian,
yaitu barang dalam keadaan res nullus (barang yang pemiliknya telah
melepaskan haknya) dan res derelicate (benda-benda yang semula
ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan) . Jadi
maksud dari yang diambil adalah suatu barang yaitu setiap benda
bergerak dan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan
benda atau barang yang diambil harus berharga yang masih milik

seseorang dan belum dilepaskan haknya atas benda itu.

8Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya (Jakarta: Alumni AHM-
PTHM, 1983), him. 591.

8Soesilo, R., Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus
(Bogor: Politea, 1984), him. 118.

®Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3
cet.4,(Bandung: Refika Aditama, 2012), him. 16.

%Anwar,H.A.K. Moch., Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku Il) (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1989), him. 19.
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d. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda

tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
Maksud dari unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tidak
perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhnnya, barang itu bisa saja
merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan
pelaku®’. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan
maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik
orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian 8. Jadi dapat
disimpulkan bahwa benda atau barang yang diambil itu haruslah
merupakan barang atau benda yang dimiliki baik sebagian atau
seluruhnya oleh orang lain. Intinya adalah bahwa benda atau barang
tersebut harus ada pemiliknya, karena jika barang atau benda yang
tidak ada kepemilikannya tidak dapat menjadi objek pencurian.

e. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
Menurut Rony A. Walandouw, bahwa perbuatan mengambil itu
dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
(met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen). Kata-
kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan
(opzet, dolus), khususnya kesengajaan sebagai maksud (opzet als
oogmerk). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai sesuatu
barang, yaitu barang yang diambil dan juga pelaku mengetahui
bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. hal ini karena kata
“memiliki” dan kata “melawan hukum” terletak di belakang kata

“dengan maksud” sehingga kata “dengan maksud” ini mencakup kata

5Tim  Yuridis.id, Mengenal Aturan Hukum Tindak Pidana Pencurian.
https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/, tanggal 10 November 2021.

8Susilo, R., Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya (Bogor: Politea, 1991), him. 216.


https://yuridis.id/mengenal-aturan-hukum-tindak-pidana-pencurian/
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“memiliki” dan kata “melawan hukum” ®°. Jadi maksud dari unsur
“dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” artinya
bahwa pencurian itu bermaksud memperlakukan barang yang
dicurinya seperti halnya seorang pemilik dan pelaku mengetahui
bahwa perbuatan tersebut dalam kepemilikan benda atau barang yang
dicurinya bersifat melawan hukum artinya perbuatan pencurian itu
melawan hukum yang tertera dalam unsur delik pencurian atau dapat
dikatakan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Selanjutnya unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana dirumuskan

dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut: "

a. Unsur yang pertama yaitu pencurian ternak. Di Indonesia ternak
merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka
pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari
kandang ataupun dari tempat pengembalaan. Dalam kitab undang-
undang hukum pidana Pasal 101 dikatakan bahwa “yang dimaksud
ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang
memeah biak, dan babi.

b. Unsur yang kedua adalah pencurian dilakukan pada waktu ada
kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung
meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hura-
hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan
pada situasi tersebut diancam dengan hukuman lebih berat, karena

situasi tersebut adalah keadaan dimana orang-orang sedang sibuk

8Rony A. Walandouw, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana
Pencurian Pasal 362 KUHP” Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020. Diakses melalui
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30832/29611,  tanggal 10
November 2021.

Hermien Hadiati Koeswadji dkk., Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan
Permasalahannya. Cet. I. (Surabaya: Sinar Jaya, 1985), him. 30.


https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/30832/29611
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menyelamatkan diri dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga.
Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana,
tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut
tidak atau kurang mendapat penjagaan. Sehingga pencuri tersebut
mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan
pencurian.

c. Unsur yang ketiga adalah pencurian yang dilakukan malam hari di
dalam sebuah rumah atau perkarangan rumah yang tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Yang dimaksud
unsur “malam” dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara
matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian unsur “rumah”
dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 Tentang Perumahan Dan Kawansan Permukiman bahwa yang
dimaksud rumah disini adalah bangunan gedung yang berfungsi
sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga,
cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
pemiliknya 1. Jadi untuk dapat dituntut dengan pasal ini, pencurian
itu dilakukan pada malam hari masuk dalam rumah atau perkarangan
tertutup, kemudian mengambil barang milik orang lain secara
melawan hukum adalah termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan
pemberatan.

d. Unsur yang keempat yaitu pencurian itu dilakukan oleh dua orang
atau lebih. Artinya bahwa pencurian itu dilakukan oleh dua orang
atau lebih secara bersama-sama. Jadi menurut pasal ini, maka dua
orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 KUHP yakni dipidana sebagai pelaku

"pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman.
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tindak pidana, dan tidak seperti yang dimaksud dalam Pasal 56 yakni

dipidana sebagai pembantu kejahatan saja. Artinya pencurian yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam

aktivitas pencurian dalam bentuk kerja sama. Apabila pencurian yang

dilakukan oleh dua orang atau lebih hanya membantu melancarkan

pencurian itu, maka tidak termasuk dalam Kklasifikasi pencurian

dengan pemberatan ini.

e. Unsur yang kelima yaitu pencurian itu dilakukan dengan kejahatan

atau dengan cara-cara:

1) Merusak.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Merusak
berasal dari kata ‘rusak’ yang artinya sudah tidak sempurna lagi,
sehingga ‘merusak’ diartikan sebagai menjadikan rusak 2. Jadi
maksud dari kata ‘merusak’ yaitu dalam melakukan perbuatan
pencurian tersebut disertai dengan suatu perbuatan pengrusakan
terhadap suatu benda.

2) Memotong atau memanjat.
Dalam Kamus Besar ~Bahasa Indonesia (KBBI) versi
online/daring, memotong berasal dari kata dasar ‘potong’ yang
artinya penggal, sehingga ‘memotong’ diartikan sebagai
memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal "3. Jadi
yang dimaksud memotong dalam unsur kelima ini yaitu di dalam
melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan

memotong atau perbuatan memutuskan dengan barang tajam,

2Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id/
entri/merusak, tanggal 9 November 2021.

SBadan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Diakses melalui
https://kbbi.web.id/potong, tanggal 9 November 2021.


https://kbbi.kemdikbud.go.id/%20entri/merusak
https://kbbi.kemdikbud.go.id/%20entri/merusak
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.web.id/potong
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mengerat, dan atau memenggal sebuah benda. Kemudian kata
memanjat dalam Pasal 99 KUHP “yang disebut memanjat
termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada,
tapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam
tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebarangi
selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” "4, Jadi
yang dimaksud memanjat yaitu menaiki dengan kaki dan tangan
termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada, tapi
bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah
yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebarangi selokan
atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
3) Memakai anak kunci palsu.
Dalam Pasal 100 KUHP, diterangkan yang disebut anak kunci
palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk
membuka kunci "°. Jadi yang dimaksud memakai anak kunci
palsu yakni dalam melakukan perbuatan pencurian menggunakan
anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak
dimaksud untuk membuka kunci, artinya memakai yang bukan
merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah
untuk membuka sesuatu.
4) Perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menurut R.Soesilo, menyatakan perintah palsu adalah suatu
perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang
dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan’®.

Jadi dalam melakukan perbuatan pencurian menggunakan

"4Redaksi Grasindo, Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia
(KUHPer, KUHP, dan KUHAP)..., him. 566.

Slbid .

%Spesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1996), him. 253.
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perintah palsu atau suatu perintah yang kelihatannya seperti surat
perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib,
tetapi sebenarnya bukan dan atau dalam melakukan pencurian itu
menggunakan pakaian jabatan palsu atau disebut juga pakaian
yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak
memakainya.

f. Unsur keenam adalah jika pencurian itu dilakukan malam hari di
dalam sebuah rumah atau perkarangan rumah yang tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak kemudian disertai
dengan salah satu hal yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan
pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau
untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,
memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Maka dalam hal ini apabila
terpenuhi unsur keenam ini diancam dengan pidana penjara paling
lama sembila tahun.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pencurian dengan pemberatan

yaitu terpenuhinya unsur-unsur dalam pencurian pokok sebagaimana yang
dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP kemudian ditambah dengan unsur-unsur yang

memberatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 363 KUHP.

C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam
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kandungan’’. Kemudian dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dikatakan bahwa anak adalah setiap
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah,
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi
kepentingannya 8, Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak
dikatakan dengan jelas pengertian anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada Bab |11
tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana pada
Pasal 45, 46, dan 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak
pidana dan belum berumur 16 (enam belas) tahun mendapatkan pengurangan
ancaman hukuman dibandingkan orang dewasa. Maka dapat dikatakan bahwa
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana batasan umur seseorang anak
dikategorikan dewasa apabila umur anak tersebut belum berumur 16 (enam
belas) tahun.

Pada tahap perkembangan anak tentunya akan mendapatkan pengaruh
positif maupun pengaruh negatif baik dari faktor eksternal seperti lingkungan,
sekolah mapun faktor internal seperti keluarga. Pada pengaruh yang negatif akan
mengarahkan anak kepada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku
yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan
di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat
dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai sesuatu kejahatan °.

Pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Peradilan Anak, bahwa penyimpagan tingkah laku atau perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor,

""Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

8Ppasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen
and Clifford E. Simmonsen, dalam Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi
Sistem PeradilanAnak (Juvenille Justice System) di Indonesia (Indonesia: UNICEF, 2003), him.
2.
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antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat,
arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang
tua. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan,
bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian
diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah
terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat
dan merugikan perkembangan pribadinya .

Anak yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat dan melakukan
tindak pidana ini disebut dengan anak sebagai pelaku tindak pidana atau disebut
juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan
hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa anak yang berkonflik
dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur
12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga melakukan tindak pidana 8. Jadi anak yang berumur di bawah 12 (dua
belas) Tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai
anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar
ketentuan undang-undang ini. Begitu juga, dengan orang yang telah berumur di
atas 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, tidak lagi
digolongkan kepada kategori anak, tetapi digolongkan kepada kategori dewasa,
dan berlaku ketentuan umum dalam hukum pidana.

8Bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Anak

81pasal (1) Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
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Sementara itu untuk membuktikan dan menentukan apakah perbuatan
anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari
beberapa visi, yaitu : &

1. Subjek: berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut
Moeljatno kemampuan bertanggung jawab harus ada:

a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan

buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum

b. Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan

tentang baik dan buruknya perbuatan &,

2. Adanya unsur kesalahan: apakah anak tersebut benar melakukan
perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.

3. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa
untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini,
minimal harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat
dipidana (Pasal 184 KUHAP).

Pada bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa mengingat ciri dan
sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak
yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan anak yang
berada di lingkungan peradilan umum. Proses persidangan perkara anak sejak
ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat
khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk pada proses
peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan
proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan

pendekatan keadilan restoratif 8. Proses diversi pada pekara anak sudah dimulai

8Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur (Bandung: Alumni, 2010),
him.51.

8Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), him. 165.

8Bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Perdilan Pidana Anak.
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sejak pada proses penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Ayat (1)
“penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
setelah penyidikan dimulai” 8. Kemudian pada proses penuntutan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 42 Ayat (1) “penuntut umum wajib mengupayakan
diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari
penyidik” ®. Dan selanjutnya sebelum proses pemeriksaan di sidang pengadilan
disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2) “hakim wajib mengupayakan diversi paling
lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai
hakim” ®. Artinya bahwa anak yang dapat disidangkan di pemeriksaan
persidangan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) dan
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
dan telah melewati proses diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan
sebelum pemeriksaan di persidangan anak yang tidak menghasilkan kesepakatan
antara korban dan/atau keluarga anak korban dan anak dan keluarganya.
Sehingga selanjutnya masuk ke dalam tahap proses pemeriksaaan persidangan
pidana anak.

Proses diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana %. Namun proses diversi
juga wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
perkara anak di pengadilan negeri 8. Proses diversi ini dilakukan melalui
musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau

orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional

%pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.

8pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.

87pPasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.

8pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.

8pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.
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berdasarkan pendekatan keadilan restoratif ®. Pendekatan keadilan restoratif
maksudnya yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan %. Apabila telah melewati proses
diversi dan tidak menghasilkan kesepakatan antara korban dan/atau keluarga
anak korban dan anak dan keluarganya. Selanjutnya masuk ke dalam tahap
proses peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan
berdasarkan asas: (a) pelindungan; (b) keadilan; (c) nondiskriminasi; (d)
kepentingan terbaik bagi anak; (e) penghargaan terhadap pendapat anak; (f)
kelangsungan -~ hidup dan tumbuh kembang anak; (g) pembinaan dan
pembimbingan anak; (h) proporsional (i) perampasan kemerdekaan dan
pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan (j) penghindaran pembalasan %. Pada
tahap proses peradilan pidana anak, setiap anak berhak: (a) diperlakukan secara
manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, (b)
dipisahkan dari orang dewasa, (c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain
secara efektif, (d) melakukan kegiatan rekreasional, (e) bebas dari penyiksaan,
penghukuman atau pelakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta
merendahkan derajat dan martabatnya, (f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana
seumur hidup, (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, (h) memperoleh keadilan
di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang
tertutup untuk umum, (i) tidak dipublikasikan identitasnya, (j) memperoleh

pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak, (k)

%pasal 8 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Perdilan Pidana Anak.

9pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

9pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana
Anak.
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memperoleh advokasi sosial, (I) memperoleh kehidupan pribadi, (m)
memperoleh aksesibilitas, terutama bagia anak cacat, (n) memperoleh
pendidikan, (0) memperoleh pelayanan kesehatan dan (p) memperoleh hak lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan %,

Selanjutnya pada tahap penjatuhan sanksi, anak sebagai pelaku tindak
pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan dan sanksi
pidana. Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya
dikenakan tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua
belas) Tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun dapat dijatuhi tindakan
dan pidana .

1. Sanksi tindakan meliputi:

a. pengembalian kepada orang tua/wali;

b. penyerahan kepada seseorang;

c. perawatan di rumah sakit jiwa;

o

perawatan di LPKS;
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan /atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi dan/atau;
g. perbaikan akibat tindak pidana *.
2. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan °°.
a. Pidana pokok terdiri atas:
1) Pidana peringatan,

%pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

%Bagian Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Perdilan Pidana Anak.

%pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.

%pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Perdilan Pidana Anak.
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2) Pidana dengan syarat: a) pembinaan di luar lembaga, b)
pelayanan masyarakat, atau c) pengawasan.
3) Pelatihan kerja,
4) Pembinaan dalam lembaga dan
5) Penjara.
b. Pidana tambahan terdiri atas: a) perampasan keutungan yang
diperoleh dari tindak pidana atau b) pemenuhan kewajiban adat.
Dalam menjatuhkan putusan pada perkara anak sebagai pelaku tindak
pidana, hakim dapat menjatuhkan 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan sanksi pidana
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak.
Kemudian hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan hal yang terbaik bagi anak

sebagaimana dalam asas-asas sistem peradilan pidana anak.

D. Proses Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Anak.

Hakim dalam menangani perkara anak yang konflik dengan hukum
berbeda dengan orang dewasa, pada perkara anak yang berkonflik dengan
hukum, selain menggunakan ketentuan dalam KUHP dan KUHAP juga harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun beberapa ketentuan-ketentuan
yang harus diperhatikan oleh hakim meliputi: sebelum masuk proses
pemeriksaan persidangan di peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan
masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan,
yakni melalui proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya,
pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan
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pendekatan keadilan restoratif °’. Akan tetapi diversi dilaksanakan dalam hal
tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara di bawah 7
(tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana . Kemudian
apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan dan proses pidana anak
dilanjutkan pada tahap pemeriksaan persidangan maka hakim harus
memperhatikan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak (disebutkan dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak), hak-hak anak dalam proses peradilan (disebutkan dalam Pasal 3
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak), hakim wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (disebutkan
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak), dan berbagai ketentuan lain dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan beracara secara umum dalam sistem peradilan pidana anak,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:

1. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi,
Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga
Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan
terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap
terpelihara %°.

2. ldentitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan
dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, identitas

dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi,

%Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

%pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

%pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
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nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan
jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi 1.

3. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18
(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak
yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,
tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap
diajukan ke sidang anak 01,

4. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau
diduga  melakukan  tindak  pidana, penyidik,  pembimbing
kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan
untuk:

a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau

b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun
daerah, paling lama 6 (enam) bulan 1%,

5. Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat
atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa
perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau

atribut kedinasan 199,

1%0pasal 19 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

101pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

192pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

103pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
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6. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum
dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan %,

7. Register perkara anak dan anak korban wajib dibuat secara khusus oleh
lembaga yang menangani perkara anak %,

Ketentuan beracara dalam sistem peradilan pidana anak akan
digunakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim anak dalam
menanggani perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun proses hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik
dengan hukum, proses pertama yang dihadapi oleh anak yang berkonflik dengan
hukum diawali dengan adanya laporan polisi terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Setelah adanya
laporan polisi tersebut untuk membuktikan adanya peristiwa pidana maka
dilakukanlah proses penyelidikan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (5)
“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini” 1%. Kemudian untuk membuat terang dan jelas suatu
peristiwa pidana yang terjadi maka dilakukannya proses penyidikan,
sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat 2 “penyidikan adalah serangkaian tindakan

penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

104pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

1%5pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

1%6pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana.
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untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” 17,
Sekurang-kurangnnya dua alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) ada lima alat bukti
yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan
terdakwa 1%, Proses penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia 1%°. Dalam melakukan proses penyelidikan terhadap perkara
anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing
kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan *'°. Kemudian
hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh bapas kepada penyidik
dalam waktu paling lama tiga kali dua puluh empat jam setelah permintaan
penyidik diterima !, Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik
berkoordinasi dengan penuntut umum dilakukan dalam waktu paling lama 1 x
24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan **?. Pada proses
penyidikan ini penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, proses diversi dilaksanakan paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi, dalam hal proses diversi berhasil
mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta

kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan,

107pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana.

108 pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana.

109 pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

110 pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

111 pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

112 pasal 31 Ayat (1),dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.
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namun dalam hal diversi gagal, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan
dan melimpahkan perkara ke penutut umum dengan melampirkan berita acara
diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan 3. Dalam setiap pemeriksaan,
anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing
kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan !4, Selanjutnya proses penuntutan, penuntutan adalah
tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan
negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di
sidang pengadilan %°, Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh
penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh jaksa agung *°. Penuntut umum adalah penuntut umum
anak !’ Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari
setelah menerima berkas perkara dari penyidik, diversi dilaksanakan paling lama
30 (tiga puluh) hari, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan,
penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi
kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dalam hal diversi gagal
maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan
melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan '8, Kemudian proses pemeriksaan persidangan,

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim

113 pasal 29 Ayat (1),(2),(3),dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

114 pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

115 pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana.

116 pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

117 pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

118 pasal 42 Ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
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yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain
yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri
yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi !*°. Hakim adalah hakim
anak 2, Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak meliputi:
1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami maslaah anak; dan;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak 2.

Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagai
hakim anak, maka tugas pemeriksaan persidangan anak dilaksanakan oleh
hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan
oleh orang dewasa %2, Selanjutnya disebutkan pula bahwa hakim yang
memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim
tunggal, namun ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara
anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dan setiap
persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti 22,
Setelah pelimpahan perkara ke pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan
hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga)
hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum *?4 Hakim yang
menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum ini wajib

mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua

119pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

120pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

121pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

122pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

123pasal 44 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

124pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
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pengadilan negeri sebagai hakim, diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga
puluh) hari, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim
menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua
pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, namun dalam hal diversi tidak
berhasil dilaksanakan maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan 2°. Anak
disidangkan dalam ruang sidang khusus anak, waktu sidang anak didahulukan

dari waktu sidang orang dewasa '2°.

Dalam sidang anak, hakim wajib
memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan
hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak,
namun dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap
dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya
dan/atau pembimbing kemasyarakatan, akan tetapi apabila hakim tidak
melaksanakan ketentuan tersebut maka sidang anak batal demi hukum 127,
Hakim yang memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup

untuk umum, kecuali pembacaan putusan %,

Setelah hakim membuka
persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil
masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberian bantuan hukum lainnya,
dan pembimbing kemasyarakatan 2°. Setalah surat dakwaan dibacakan, hakim
memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran

anak, kecual hakim berpendapat lain **°. Pada saat memeriksa anak korban

125pasal 52 Ayat (2), (3), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

126pasal 53 Ayat (1), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

127pasal 55 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

128pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

12%pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

130pasal 57 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
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dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang
sidang, orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan
pembimbing kemasyarakatan tetap hadir **!. Kemudian Sidang anak dilanjutkan
setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak
korban dan/atau anak saksi pada saat anak berada di luar ruang sidang
pengadilan 132, Sebelum penjatuhan putusan, hakim memberikan kesempatakan
kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang
bermanfaat bagi anak dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan
putusan perkara 33, Selain itu karena perkara anak yang berkonflik dengan
hukum disamping menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga harus menggunakan
ketentuan dalam KUHP dan KUHAP. Dalam KUHAP Pasal 193 Ayat (1)
dikatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang dilakukan kepadanya, maka pengadila
menjatuhkan pidana” ***. Kemudian dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan
bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya” 1. Artinya dalam KUHAP penjatuhan putusan pidana
hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa yang termaktub dalam
dakwaan penutut umum yang terbukti di sidang pengadilan dan terdakwa anak

dalam hal ini tidak begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

131pasal 58 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

132pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

133pasal 60 Ayat (1), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

134pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana.

135pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.



57

tetapi harus didukung oleh alat bukti minimun 2 (dua) alat bukti yang sah dan
alat bukti yang minimum itu harus dapat menyakinkan hakim akan kesalahan
terdakwa anak, setelah itu barulah pidana dapat dijatuhkan kepada anak
sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP Pasal 193 Ayat (1) dan Pasal 183
KUHAP. Sementara itu menurut Sumiadi, dkk., bahwa dasar pertimbangan-
pertimbangan mendalam yang dilakukan hakim dalam rangka penjatuhan sanksi
terhadap anak nakal dapat dikategorikan dalam beberapa faktor meliputi: faktor
yuridis, dan faktor non yuridis 1. Faktor yuridis diantaranya seperti: dakwaan
jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal
dalam undang-undang. Sementara itu faktor non yuridis meliputi: faktor
filosofis, faktor sosiologis, faktor psikologis dan faktor kriminologis. Selain
pertimbangan dari faktor yuridis dan yuridis terdapat pula hal yang
memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana yang diberikan kepada
anak. Hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan anak meresahkan
masyarakat, terdakwa sudah pernah dihukum dan lain sebagainya. Dan hal-hal
yang meringankan pidana seperti: anak belum pernah dihukum, anak menyesali
perbuatannya, anak mengakui perbuatannnya, dan lain sebagainya.

Hakim dapat menjatuhkan 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan
dan sanksi pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum (anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
yang diduga melakukan tindak pidana) hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai
tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan anak yang belum berusia 14
(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan %7,

1%6Sumiadi, Laila M. Rasyid, dan Romi Asmara, “Restorative Justice Hakim Terhadap
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe” Jurnal Mimbar
Hukum, Volume 29, Nomor 1, Februari 2017. Diakses melalui
https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/25473/16279, tanggal 9 November 2021.

137pasal 69 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.


https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/download/25473/16279
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1. Sanksi pidana terdiri dari 13:
a. Pidana pokok terdiri atas:
1) Pidana peringatan.
2) Pidana dengan syarat:
a) Pembinaan di luar lembaga.
b) Pelayanan masyarakat; atau
c) Pengawasan.
3) Pelatihan kerja.
4) Pembinaan dalam lembaga; dan
5) Penjara.
b. Pidana tambahan
1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2) Pemenuhan kewajiban adat.
2. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi *°:
a. Pengembalian kepada orang tua/wali.
b. Penyerahan kepada seseorang.
c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
Perawatan di LPKS.

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

e

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.
Selanjutnya pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang

yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak *°. Pengadilan

138pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

139pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

140pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
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wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada anak
atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing
kemasyarakatan, dan penuntut umum, dan pengadilan wajib memberikan salinan
putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau
advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan,
dan penuntut umum #, Pada putusan hakim tingkat pertama, baik anak yang
berkonflik hukum maupun penuntut umum tentunya dapat melakukan upaya
hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak yang
berkonflik dengan hukum berbeda dengan penanganan perkara pidana orang
dewasa. Dimulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di
persidangan pengadilan, dan tahap pembacaan putusan, selain menggunakan
ketentuan dalam KUHP dan KUHAP juga harus menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Selain itu hakim dalam memutuskan perkara pidana
anak yang berkonflik dengan hukum juga perlu memperhatikan sejumlah
pertimbangan mulai dari faktor yuridis, faktor non yuridis, hal-hal yang
memberatkan anak, dan hal-hal yang meringankan pidana. Karena pertimbangan
hakim tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan masa depan
anak dan juga menentukan nasib anak, hal ini dikarenakan keputusan dalam
pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut

langsung kepada anak, keluarga, korban maupun masyarakat secara luas.

141pasal 62 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.



BAB TIGA
PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL DAN

DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM TERHADAP
DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Pencurian Dengan
Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN
Bna).

Putusan Nomor - 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Kedua putusan tersebut sama-sama dikenakan
Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yakni pencurian yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih atau disebut pencurian dengan pemberatan (pencurian dalam keadaan
yang memberatkan), yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun.

Dalam penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan
pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, maka penulis akan mengaitkan antara
identitas anak, tuntutan penuntut umum, dakwaan penuntut umum, fakta hukum,
rekomendasi litmas, dan amar putusan yang ada dalam kedua putusan tersebut
berdasarkan pada unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Pada identitas kedua putusan tersebut yakni Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.
Diajukkan ke persidangan anak telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa
batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya

disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum

60
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berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana” 42,

Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, terdapat 2 (dua) terdakwa
anak, yakni dengan inisial “anak I”, dan “anak II”. Anak | berumur 15 (lima
belas) Tahun dan anak Il berumur 16 (enam belas) Tahun. Sementara itu dalam
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, hanya disebutkan 1 (satu)
terdakwa anak yakni dengan inisial “anak”. Terdakwa anak dalam putusan
tersebut berumur 16 (enam belas) Tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
umur terdakwa anak dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, telah sesuai diajukan ke
persidangan anak sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan para terdakwa anak
juga terpenuhi segala ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Sementara itu untuk membuktikan dan menentukan apakah perbuatan
anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari
beberapa visi, yaitu : 143

a. Subjek: berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab. Menurut

Moeljatno kemampuan bertanggung jawab harus ada:
1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan
buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2) Kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan
tentang baik dan buruknya perbuatan 44,
b. Adanya unsur kesalahan: apakah anak tersebut benar melakukan

perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.

142pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

143Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak di Bawah Umur..., him. 51.
144Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidana..., him. 165.



62

c. Keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa
untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti ini,
minimal harus ada dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat
dipidana (Pasal 184 KUHAP).

Berkaitan dengan hal di atas yakni “apakah perbuatan anak tersebut
memenuhi unsur tindak pidana atau tidak” Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna dalam
kemampuan bertanggung jawab, adanya unsur kesalahan, dan keakurasian alat
bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan
kebenaran surat dakwaan, itu dapat terlihat pada kesesuaian antara dakwaan
jaksa penuntut umum dengan fakta hukum dipersidangan. Hal tersebut akan
penulis jelaskan lebih lanjut dibawah ini.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, telah didakwa oleh penuntut umum dengan
dakwaan tunggal yakni tindak pidana pencurian dengan keadaan yang
memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang
pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga dalam memenuhi
seorang terdakwa anak bersalah dan terbukti melanggar pasal yang didakwaan
penuntut umum tersebut, harus memperhatikan unsur-unsur dalam tindak pidana
yang didakwaan, yaitu dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Unsur-
unsur dalam pencurian dengan pemberatan yaitu unsur-unsur yang terdapat pada
pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362
KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatkan sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang dalam hal ini unsur
pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang unsur-unsurnya

adalah sebagai berikut:



63

Barang siapa.

I

Perbuatan mengambil suatu benda atau barang.
c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
d. Untuk dimiliki secara melawan hukum.
e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Merujuk pada hal tersebut di atas untuk membuktikannya penulis
mengkaji unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan fakta hukum yang
diperoleh di persidangan:

a. Barang Siapa.

Yang dimaksud “barang siapa” disini adalah ditujukan
kepada orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan
tindak pidana dan atas perbuatannya dapat
dipertanggungjawabkan secara yuridis.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur “barang siapa’ adalah anak I, dan anak II,
dan saksi I (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam
BP terpisah) dengan identitas para anak secara umum
disebutkan dalam putusan. Namun dengan nama terdakwa
anak diberi inisial “anak I”” dan “anak I1”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang
diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 12
Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan
Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan
Kuta Alam para anak dan saksi Ill telah mengambil 14
(empat) belas buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram
yang sedang antrian di pangkalan elpiji”. Sehingga pada
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dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Bna ini terpenuhinya unsur “barang siapa”.
2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur “barang siapa” adalah anak bersama-sama
dengan terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) dengan
identitas anak secara umum disebutkan dalam putusan.
Namun dengan nama terdakwa anak diberi inisial “anak”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang
diperoleh yakni “bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19
Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di depan,
anak dan saksi telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel
warna hitam merk blasted milik saksi di sepeda motor”.
Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna ini terpenuhinya unsur “barang siapa”.

b. Perbuatan Mengambil Suatu Benda atau Barang.

Adapun yang dimaksud dengan mengambil suatu barang
yaitu memegang sesuatu benda atau barang lalu dibawa dengan
cara memiliki atau dengan merebut yang mengakibatkan barang
atau benda tersebut berada dibawa kekuasaan yang melakukan
atau yang mengakibatkan barang atau benda tersebut berada di
luar kekuasaan pemilik aslinya.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau
barang” adalah bahwa “mereka anak I dan anak II dan saksi
Il (terdakwa yang penuntutanya dilakukan dalam BP
terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar
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pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat disamping Salon
Ladies Jalan Teman Gampong Laksana Kec. Kuta Alam
Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang
berupa 14 tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau
milik saksi korban May li Eva Young Als.Amoi Binti
Alimin, saksi Eka Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko
Bin Infat, saksi Halimatun Sakdiah Als. Atun Binti Ismail
Gading, saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi
Slamet Bin Sudirono”. Dengan cara-cara:
a) “Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul
00.30 WIB setelah selesai menonton balapan motor liar
di daerah Ule Ihee, saksi Il dengan anak | dan anak Il
dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor
milik LK. Saat anak I, anak Il dan saksi 11l melewati
Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan
menggunakan sepeda motor dan berboncengan bertiga,
anak |l melihat tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang
berjajar dipinggir jalan. Lalu anak II tersebut berkata “itu
ada tabung gas” lalu anak I berkata “kau balik kau balik”
lalu saksi Il langsung memutar sepeda motor,
sesampainya ditempat tabung gas tersebut anak Il
menghentikan sepeda motor, lalu anak I, anak Il dan
saksi 11l tanpa turun dari sepeda motor mengambil tabung

gas tersebut, saksi 11l mengambil 2 (dua) buah tabung
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gas sedangkan anak | dan anak Il mengambil masing
masing 1 (satu) buah tabung gas”. Tabung gas yang
diambil berjumlah 4 tabung gas.

Anak II berkata “ambil lagi, ambil lagi” saksi Ill jawab
“ayok”. Lalu Saksi III berkata “anak | kamu ikut”
dijawab anak I “gak, aku disini aja” lalu saksi Il pergi
berdua dengan anak Il kembali ketempat saksi Il
mengambil gas. Sesampainya ditempat tersebut saksi 111
mengambil 4 (empat) buah tabung gas sedangkan
anak Il mengambil 2 (dua) tabung gas, untuk tabung
gas yang saksi Il ambil di taruh didepan dibawah kaki
saksi Ill, sedangkan anak Il membawa tabung gas
tersebut dengan tangan kanan dan kiri. Tabung gas yang
diambil berjumlah 6 tabung gas.

Pada saat ditengah jalan saksi Il ajak anak | untuk
mengambil tabung gas lagi. Sesampainya ditempat
tabung gas, saksi 111 mengambil 2 (dua) tabung gas
dan anak I mengambil 2 (dua) tabung gas. Tabung gas
yang diambil berjumlah 4 tabung gas.

Total tabung gas yang diambil oleh anak I, anak I,

dan saksi 111, berjumlah 14 (empat belas). Hal ini didukung

oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh yakni “bahwa, benar
pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00

WIB bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies

Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam para anak dan

saksi Il telah mengambil 14 buah tabung gas elpiji

ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang antrian di pangkalan

elpiji”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor



2)

67

6/Pid.Sus-Anak/2020/PN  Bna ini terpenuhinya unsur

“perbuatan mengambil suatu benda atau barang”.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur “perbuatan mengambil suatu benda atau
barang”. Adalah “bahwa anak bersama-sama dengan
terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin
tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus
2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun
2019, bertempat di depan JI. T. Iskandar Gampong
Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah
mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas
warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk aser ukuran 14
Inci warna hitam, 1 (satu) unit charger laptop warna
hitam beserta mouse warna merah, 6 (enam) buah
flashdisck sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu
milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan
hak yaitu tanpa izin dari saksi. Dengan cara-cara sebagai
berikut:

a) Pada hari Senin, Tanggal 19 Agustus 2019, sekitar pukul
17.00 WIB. Pada saat itu (anak) berada dirumah
terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) kemudian
terdakwa (dalam berkas perkara terpisah) mengatakan
kepada anak “kita ke Ulee Kareng sebentar pergi kerja”

lalu anak dan terdakwa pun langsung berangkat ke arah
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Ulee kareng menggunakan sepeda motor merk honda
beat milik temannya yang nama dan alamat nya anak
tidak tahu dan pada saat itu yang membawa sepeda motor
adalah terdakwa dan setibanya di depan mereka melihat
ada sebuah tas di atas dashboard depan sepeda motor
korban yang terparkir di depan toko sedangkan di sekitar
sepeda motor tersebut tidak ada orang atau sepi lalu
terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan
memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor
korban dan anak memantau keadaan sekitar kemudian
dengan posisi mereka masih berada di atas sepeda motor
terdakwa langsung mengambil tas yang berisikan
laptop milik korban tersebut dan memindahkan ke
atas dashboard depan sepeda motor nya dan setelah
itu mereka pun langsung meninggalkan tempat
kejadian dan kembali kerumah terdakwa di untuk
menyimpan barang ‘bukti tersebut. Dan setiba di
rumah terdakwa, mereka memeriksa isi dari tas tersebut
yaitu : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit
laptop merk aser ukuran 14 inci warna hitam, 1 (satu)
unit charger laptop warna hitam beserta mouse warna
merah, 6 (enam) buah flashdisck dan kemudian tas
tersebut di simpan oleh terdakwa di dalam kamar

rumahnya.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang
diperoleh yakni:
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a) Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019
sekitar pukul 18.30 WIB anak dan saksi telah
mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam
merk blasted milik saksi di sepeda motor.

b) Bahwa, benar tas ransel tersebut berisi 1 (satu) unit
laptop merk acer 14 inchi warna hitam, 1 (satu) buah
charger warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna
merah dan 6 (enam) buah flashdisk.

Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini terpenuhinya unsur
“perbuatan mengambil suatu benda atau barang”.

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang
lain” disini adalah bahwa benda atau barang yang diambil itu
haruslah merupakan barang atau benda yang dimiliki baik sebagian
atau seluruhnya oleh orang lain.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.
Adalah “bahwa mereka anak | dan anak Il dan saksi Il (terdakwa
yang penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah) pada hari Rabu
tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020
bertempat disamping Salon Ladies Jalan Teman Gampong
Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang

berupa 14 tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna hijau milik saksi
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korban May li Eva Young Als. Amoi Binti Alimin, saksi Eka
Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko Bin Infat, saksi
Halimatun Sakdiah Als. Atun Binti Ismail Gading, saksi Siti
Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi Slamet Bin Sudirono yang
mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh
yakni “bahwa, benar tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram
tersebut adalah milik saksi korban;”. Sehingga pada dakwaan
dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna ini
terpenuhinya unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang
lain”.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.
Adalah “anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas
perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar
pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2019, bertempat di depan JI. T. Iskandar Gampong
Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu
barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit laptop
merk aser ukuran 14 inchi warna hitam, 1 (satu) unit charger
laptop warna hitam beserta mouse warna merah, 6 (enam) buah
flashdisck sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu

milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan melawan
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hak yaitu tanpa izin dari saksi yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh
yakni “bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019
sekitar pukul 18.30 WIB anak dan saksi telah mengambil 1 (satu)
buah tas ransel warna hitam merk blasted milik saksi di sepeda
motor”. Sehingga pada dakwaan dalam Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna ini terpenuhinya unsur “yang
sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.

d. Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Maksud dari unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”
artinya bahwa pencurian itu bermaksud memperlakukan barang yang
dicurinya seperti halnya seorang pemilik dan pelaku mengetahui
bahwa perbuatan tersebut dalam kepemilikan benda atau barang yang
dicurinya bersifat melawan hukum artinya perbuatan pencurian itu
melawan hukum yang tertera dalam unsur delik pencurian atau dapat
dikatakan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah
“pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB saksi 111 dan anak |
berdua menawarkan tabung gas tersebut dikios mobil dan
mereka tawarkan tabung gas tersebut, lalu oleh orang
tersebut tabung gas tersebut ditawar Rp. 320.000 (tiga ratus
dua puluh ribu rupiah) dan mereka jual juga. Setelah itu

mereka memperbaiki sepeda motor saksi Il dan selesai
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memperbaiki sepeda motor tersebut kami kembali menuju ke
Banda Aceh.

Kemudian akibat dari perbuatan anak | dan anak II,
para saksi korban menderita kerugian dengan total kerugian
sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau kurang lebih
sejumlah itu;”

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh
yakni:

a) Bahwa, sesampai di Lambaro sepeda motor yang dikendarai
mogok selanjutnya mereka tidur di depan sebuah bengkel dan
pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB menjual 4 (empat)
buah tabung gas tersebut di warung seharga Rp. 320.000,-
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

b) Bahwa, benar setelah sepeda motor diperbaiki selanjutnya
mereka kembali ke Banda Aceh.

c) Bahwa, benar uang hasil penjualan tabung gas digunakan
untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah
Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna ini para anak dan saksi Il setelah
mengetahui bahwa barang yang di curinya adalah milik orang
lain, namun para anak dan saksi Il menjual tabung gas
tersebut seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu
rupiah) dan hasil dari penjualan tabung gas tersebut digunakan
untuk membayar biaya perbaikan sepeda motor sejumlah Rp.
170.000,-(seratus  tujuh  puluh ribu rupiah) sehingga
terpenuhinya unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum”.

2) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.
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Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah
“anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara
terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul
17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2019, bertempat di depan JI. T. Iskandar Gampong
Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil
sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1
(satu) unit laptop merk aser ukuran 14 inci warna hitam, 1
(satu) unit charger laptop warna hitam beserta mouse warna
merah, 6 (enam) buah flashdisck sebagian atau seluruhnya
milik orang lain yaitu milik saksi dengan maksud untuk
memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izin dari saksi
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dan
akibat dari terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi
korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh
juta lima ratus ribu rupiah)”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh
yakni:

a) Benar rencananya laptop tersebut akan dijual dengan harga
Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
b) Bahwa, benar saat mengambil tas ransel tersebut tidak ada
izin dari pemiliknya.
Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-

Anak/2019/PN Bna ini anak dan terdakwa setelah mengetahui
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bahwa barang yang di curinya adalah milik orang lain dan tidak
ada izin dari pemiliknya, namun anak dan terdakwa berencana
menjual laptop tersebut dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus
ribu rupiah). Sehingga terpenuhinya unsur “untuk dimiliki secara
melawan hukum.

Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih.

Maksud dari unsur ini adalah pencurian yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih semuanya terlibat dalam aktivitas pencurian
dalam bentuk kerja sama. Apabila pencurian yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih hanya membantu melancarkan pencurian itu, maka
tidak termasuk dalam klasifikasi pencurian dengan pemberatan ini.

1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah
“bahwa mereka anak | dan anak Il dan saksi Il (terdakwa
yang penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah) pada hari
Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun
2020 bertempat disamping Salon Ladies Jalan teman Gampong
Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil sesuatu barang
berupa 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna
hijau milik saksi korban May li Eva Young Als. Amoi Binti
Alimin, saksi Eka Kurnia Binti Ridwan Nur, saksi Sujoko Bin
Infat, saksi Halimatun Sakdiah Als. Atun Binti Ismail Gading,
saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, saksi Slamet Bin Sudirono
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yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh
yakni “bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020
sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping
Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam para
anak dan saksi Il telah mengambil 14 (empat belas) buah
tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang sedang
antrian di pangkalan elpiji”. Pada dakwaan dalam Putusan
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, pencurian itu dilakukan
oleh anak | dan anak Il dan saksi Il (terdakwa yang
penuntutanya dilakukan dalam BP terpisah). Sehingga
terpenuhinya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”.
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Dalam dakwaan yang terdapat pada putusan ini yang
menjadi unsur ‘“‘dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah
“bahwa anak bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas
perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019
sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2019, bertempat di depan JI. T. Iskandar
Gampong Lamglumpang Kec.Ulee Kareng Banda Aceh, atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah mengambil
sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit
laptop merk aser ukuran 14 inchi warna hitam, 1 (satu) unit
charger laptop warna hitam beserta mouse warna merah, 6

(enam) buah flashdisck sebagian atau seluruhnya milik orang lain
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yaitu milik saksi dengan maksud untuk memiliki dengan
melawan hak yaitu tanpa izin dari saksi yang dilakukan oleh
dua orang atau lebih dengan bersekutu ”.

Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh
yakni “bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019
sekitar pukul 18.30 WIB anak dan saksi telah mengambil 1
(satu) buah tas ransel warna hitam merk blasted milik saksi di
sepeda motor”. Pada dakwaan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna ini, pencurian itu dilakukan oleh anak
bersama-sama dengan terdakwa (dalam berkas perkara
terpisah). Sehingga terpenuhinya unsur “dilakukan oleh dua
orang atau lebih”.

Berdasarkan uraian pembuktian unsur-unsur pasal yang telah
didakwakan kepada terdakwa anak dalam putusan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna. Dapat
penulis simpulkan bahwa pada kedua putusan tersebut telah sesuai dan
memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada para anak, yaitu tindak pidana
pencurian dengan keadaan yang memberatkan, yakni dilakukan oleh dua orang
atau lebih sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun. Artinya bahwa perbuatan tindak pidana pencurian
dengan keadaan yang memberatkan yang diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat
(1) ke-4 KUHP, maka ancaman yang diberikan pada pelaku dewasa ialah 7
(tujuh) tahun penjara. Sementara itu dalam dakwaan pada kedua putusan
tersebut terdakwanya adalah “anak”. Maka berlaku pula ketentuan Pasal 79 Ayat
(2) Juncto Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
yang menyatakan bahwa pidana pembatasan yang dijatuhkan terhadap anak

paling lama % (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan
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terhadap orang dewasa, dengan kata lain anak yang melakukan perbuatan tindak
pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diancam pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
Namun jika melihat pada tuntutan pidana dan amar putusan hakim dari
kedua putusan tersebut, sebagaimana dalam tabel di bawabh ini.
Tabel 1. Tuntutan Pidana dan Putusan Hakim Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Putusan Nomor Tuntutan Pidana | Pidana penjara selama 4
6/Pid.Sus- Penuntut Umum | (empat) bulan di LPKA
Anak/2020/PN Bna Lambaro.

Putusan Hakim | Pidana pembinaan dalam
Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial
Rumoh Seujahtera Aneuk
Meutuah (LPKS-RSAM)

Aceh selama 2 (dua) bulan.

Putusan Nomor Tuntutan Pidana | Pidana penjara terhadap anak

17/Pid.Sus- Penuntut Umum | selama 4 (empat) bulan dalam

Anak/2019/PN Bna Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA).

Putusan Hakim | Pidana penjara selama 11
(sebelas) hari.
Sumber: Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Pada
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.
Ketika anak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2

(dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan dan sanksi pidana. Anak yang masih

berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenakan tindakan,
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sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana 14°.
a. Sanksi tindakan meliputi:
1) Pengembalian kepada orang tua/wali.
2) Penyerahan kepada seseorang.
3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
4) Perawatan di Ipks.
5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan /atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau.
7) Perbaikan akibat tindak pidana 4°.
b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan 47,
1) Pidana pokok terdiri atas:
a) Pidana peringatan.
b) Pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga, 2)
pelayanan masyarakat, atau 3) pengawasan.
c) Pelatihan kerja.
d) Pembinaan dalam lembaga dan.
e) Penjara.
2) Pidana tambahan terdiri atas: 1) perampasan keutungan yang
diperoleh dari tindak pidana atau, 2) pemenuhan kewajiban adat.
Dapat disimpulkan bahwa terdakwa anak dalam kedua putusan tersebut

dijatunkan sanksi pidana, yakni sanksi pidana pokok pada pidana pembinaan

145pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

146pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.

147pasal 71 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Perdilan Pidana Anak.
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dalam lembaga dan pidana penjara. Ketentuan pidana pembinaan dijelaskan
lebih lanjut dalam Pasal 80 Ayat (1), (2), dan (3) yakni:

1)

2)

3)

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakuan di tempat pelatihan
kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh
pemerintah maupun swasta.

Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan
dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga)

bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 48,

Ketentuan pidana penjara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 81 yakni:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan
perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama %2
(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang
dewasa.

Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18
(delapan belas) Tahun.

Anak yang telah menjalani % (satu perdua) dari lamanya
pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan
pembebasan bersyarat.

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya
terakhir.

Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana

yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

Anak.

148pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana
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hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) Tahun 149,

Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, tuntutan pidana

yang diajukan oleh penuntut umum bahwa “menghukum anak I dan anak II
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA Lambaro
dikurangi selama anak | dan anak II menjalani tahanan”. Sementara itu
hakim dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bahwa
“hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari
pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”*°. Pada
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, rekomendasi dari Litmas
“pembimbing - kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan
(LITMAS) memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan
memutuskan perkara ini terhadap klien agar dijatuhi pembinaan di Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.”. sementara itu amar putusan hakim
“menjatuhkan pidana kepada para anak oleh karena itu dengan pidana
pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh
Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan”.
Terdapat perbedaan penerapan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim,
namun terdapat persamaan penerapan pidana antara rekomendasi dari LITMAS
dan putusan hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012, bahwa “hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian
kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan
putusan perkara”. Sementara itu jika melihat pada tuntutan pidana yang diajukan

oleh penuntut umum “pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA

149pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana
Anak.
150pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak.
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Lambaro dikurangi selama anak | dan anak II menjalani tahanan”.
Menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan (5)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak,
yakni: dalam Pasal 81 Ayat (1) dikatakan bahwa “Anak dijatuhi pidana penjara
di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan
masyarakat'® . Sementara itu dalam hal keadaan yang memberatkan anak
dikatakan bahwa “perbuatan para anak telah meresahkan msyarakat”
sebagaimana dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna. Bukan
dikatakan “membahayakan masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 81 Ayat (5)
dikatakan bahwa “pidana penjara teradap anak hanya digunakan sebagai upaya
terakhir’*®>, Namun dalam hal keadaan yang memberatkan tidak dikatakan
bahwa” anak pernah mengulangi tindak pidana atau pernah dihukum
sebelumnya”. Selanjutnya jika melihat pada amar putusan hakim “menjatuhkan
pidana kepada para anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk
Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan”. Hal ini menurut
penulis telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 80 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, yakni
Pasal 80 Ayat (1) dikatakan bahwa “pidana pembinaan di dalam lembaga
dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang
diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta'>®”. Dalam amar putusan
hakim dikatakan “pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM)
Acehselama 2 (dua) bulan”. Selanjutnya pada Pasal 80 Ayat (2) dikatakan

151pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.

152pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.

153pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.
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bahwa “pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan
perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat **°. Hal ini juga telah sesuai
dengan amar putusan hakim, bahwa dalam keadaan yang memberatkan
dikatakan bahwa “perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat” bukan
dikatakan “telah membahayakan masyarakat” atau dengan kata lain dengan
maksud “membahayakan”. Namun pada amar putusan hakim tersebut tidak
sesuai dengan jumlah lamanya pidana pembinaan, dalam ketentuan Pasal 80
Ayat (3) dikatakan bahwa “pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan®®”,
Sementara itu dalam amar putusan hakim dikatakan bahwa “pidana pembinaan
dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh Seujahtera Aneuk
Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan”. Dikatakan dalam Pasal
80 Ayat (3) yakni paling singkat 3 (tiga) bulan, namun dalam amar putusan
hakim hanya 2 (dua) bulan. Hal ini menurut penulis amar putusan hakim belum
sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, tuntutan pidana
yang diajukan oleh penuntut umum yakni “Menjatuhkan pidana penjara
terhadap anak selama 4 (empat) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani.
Kemudian rekomendasi dari Litmas “pembimbing kemasyarakatan dalam
Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi
kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini terhadap klien agar
dijatuhi pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(LPKYS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-
Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Sementara

154pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.

1%5pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan
Pidana Anak.
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itu dalam amar putusan hakim menyatakan “menjatuhkan pidana kepada anak
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari”. Terdapat
persamaan penerapan pidana oleh jaksa penuntut umum dan hakim, namun
berbeda dengan penerapan pidana rekomendasi dari LITMAS. Padahal dalam
ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, bahwa “hakim wajib
mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing
kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara °®”. Hal ini terlihat
bahwa ada ketidaksesuaian anatara putusan hakim dan rekomendasi dari
LITMAS. Sementara itu' menurut penulis bahwa pada amar putusan hakim dan
tuntutan pidana jakwa penuntut umum jika dikaji dalam Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 81 Ayat (5)
disebutkan bahwa “pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai
upaya terakhir™®”. Dan Pasal 81 Ayat (1) “Anak dijatuhi pidana penjara di
LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan
masyarakat'®®”. Namun dengan melihat dari keadaan yang memberatkan dalam
putusan ini yaitu “perbuatan anak telah meresahkan masyarakat”, dan tidak ada
disebutkan bahwa anak pernah mengulangi tindak pidana yang dilakukan
sebelumnya atau pernah dihukum, atau tidak juga disebutkan“perbuatan anak
telah membahayakan masyarakat”. Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan
unsur Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil
terhadap delik pencurian dengan pemberatan padaPutusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para

1%6pasal 60 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

157pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.

18pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
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terdakwa anak telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4
KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Sehingga menurut hukum para terdakwa anak telah sah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun
menurut penulis dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, belum sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Dan pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum
sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No. 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat dalam sistem peradilan
pidana anak dilaksanakan oleh beberapa asas yang terdapat dalam Pasal 2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
yakni kepentingan terbaik bagi anak maka menurut penulis dalam penjatuhan
pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selain memberikan
pelajaran kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya maka diperlukan

juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan
Pemberatan Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menurut Cheng Molly sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, yang
dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang
tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap
tindak-tindak pidana yang sifat berbahanyanya dapat diperbandingkan (offences
of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disamping itu
menurut Jackson yang dikutip Muladi, maka tanpa merujuk (legal category)
atau katagori hukum, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman
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terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik 1°°. Dengan kata lain
disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda
terhadap tindak pidana yang sejenis.

Sebelum melihat apakah Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna
dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, telah terjadi disparitas
pemidanaan, maka terlebih dahulu memperhatikan perbandingan kedua putusan
tersebut di bawah ini.

Tabel.2 Perbandingan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna

Putusan Nomor Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna
Pasal yang dikenakan: Pasal yang dikenakan:

Pasal 363 ayat (1) Kke-(4) | Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHPidana
KUHPidana Jo Undang-undang | Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012
No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem ( Tentang Sistem Peradilan Pidana
Peradilan Pidana Anak Anak

Delik pidana: Delik pidana:

Pencurian yang dilakukan oleh dua | Pencurian yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih, diancam pidana | orang atau lebih, diancam pidana
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun | penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
(Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHP) (Pasal 363 ayat (1) ke-(4) KUHP)

Amar Putusan: Amar putusan:

1. Menyatakan anak | dan anak II 1. Menyatakan anak tersebut diatas
tersebut diatas telah terbukti telah terbukti secara sah dan
secara sahdan meyakinkan meyakinkan bersalah melakukan
bersalah melakukan tindak tindak pidana“pencurian dalam

19Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana...., him. 53.
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pidana “pencurian dalam
keadaan memberatkan”
sebagaimana dakwaan tunggal
penuntut umum.

. Menjatuhkan pidana kepada para
anak oleh karena itu dengan
pidana pembinaan dalam
Lembaga Penyelengaraan
Kesejahteraan Sosial Rumoh
Seujahtera Anaeuk Meutuah
(LPKS-RSAM) Aceh selama 2
(dua) bulan,

. Menetapkan masa penahanan
yang telah dijalani para anak
dikurangkanseluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

. Menetapkan barang bukti
berupa:

4 (empat) buah tabung gas elpiji
dengan berat 3 Kg;

1 (satu) unit sepeda motor merk
yamaha type mio sporty warna
hijau dengan Nomor Polisi BL
4155 JL.

Dikembalikan kepada penuntut
umum untuk dipergunakan
sebagai barang bukti dalam

perkara atas nama Terdakwa

keadaan memberatkan”
sebagaimana dakwaan tunggal

penuntut umum.

. Menjatuhkan pidana kepada anak

oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 11 (sebelas) hari.

. Menetapkan masa penahanan yang

telah dijalani anak
dikurangkanseluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;

. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah tas ransel warna
hitam merk Blasted (berlogo-
PURapat Kerja Pengelolaan BMN
Tahun Anggaran 2016 Balai
WilayahSungai Sumatera I).

1 (satu) Unit Laptop merk aser,
ukuran 14 inci warna hitam.

1 (satu) unit charger laptop, warna
hitam dan 1 (satu) mos
warnamerah.

6 (enam) Buah Flash Disk;
Dikembalikan kepada penuntut
umum untuk dipergunakan sebagai
barangbukti dalam perkara Nomor
361/Pid.B/2019/PN Bna atas nama

Terdakwa.

. Membebani anak untuk membayar
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Amir Husaini Alias Mak biaya perkara sejumlah Rp.2.000
Empong Alias Si Cek Bin Amir. (dua ribu rupiah).

5. Membebani para anak untuk
membayar biaya perkara
masing-masingsejumlah
Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Hakim: Hakim:

Roni Susanta, S.H. Roni Susanta, S.H.

Sumber: Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Pada
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Berdasarkan isi pemidanaan kedua putusan tersebut di atas maka dapat

dilihat bahwa telah terjadi perbedaan penjatuhan pidana antara: terdakwa anak
dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dijatuhkan pidana
pembinaan dalam Lembaga Penyelengara Kesejahteraan Sosial Rumoh
Seujahtera Anaeuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) Bulan.
Kemudian terdakwa anak dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna
dijatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) Hari. Padahal kedua anak tersebut
sama-sama terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang
memberatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-(4)
KUHPidana yang ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun terlepas
dari pertimbangan apa yang telah digunakan hakim.

Kemudian terdapat beberapa jenis disparitas pidana menurut Harkristuti
Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.

b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan

yang sama.

c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
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d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang
berbeda untuk tindak pidana yang sama 0.

Jenis disparitas yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna adalah
disparitas antara tindak pidana yang sama, dan juga disparitas antara tindak
pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama yakni pencurian dalam
keadaan yang mamberatkan yang artinya kedua putusan tersebut terdakwa anak
melakukan pencurian dengan 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana diatur dalam
Pasal 363 Ayat (1) ke-4, kemudian kedua putusan tersebut juga masuk dalam
kategori disparitas yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, karena kedua
putusan tersebut diputuskan oleh hakim tunggal yang sama yakni Bapak Roni
Susanta, S.H. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa kedua putusan tersebut
termasuk dalam kategori disparitas pidana antara tindak pidana yang sama,
disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama,
dan disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.

Menurut hasil wawancara penulis dengan dua orang hakim di Pengadilan
Negeri Banda Aceh pertama yaitu Ibu Rahmawati, S.H, dengan Jabatan Hakim
Madya Utama di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dan yang kedua yaitu Bapak
Sadri, S.H., M.H. dengan Jabatan Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri
Banda Aceh. Menurut Ibu Rahmawati, S.H menyatakan bahwa ‘“yang
melatarbelakangi adanya disparitas dalam pengambilan putusan oleh hakim
pada perkara pencurian dengan pemberatan yaitu terkait dengan jenis barang
yang diambil, tujuannya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, bagaimana
cara terdakwa melakukan, sikap terdakwa anak dalam menghadapi perkara yang
dilakukannya dipersidangan, kepentingan terbaik bagi anak dan hasil dari

Litmas” 1, Dan yang terakhir menurut Bapak Sadri, S.H., M.H. menyatakan

180Harkristuti Harkrsnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan:.., him. 28.
1l\Wwawancara dengan Rahmawati, S.H., Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri
Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
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bahwa “yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam pengambilan putusan
oleh hakim pada perkara pencurian dengan pemberatan yaitu terkait rasa
keadilan, kemudian hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa
anak” %2, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kedua hakim tersebut
maka dapat penulis simpulkan bahwa yang melatarbelakangi adanya disparitas
dalam pengambilan putusan oleh hakim pada perkara pencurian dengan
pemberatan yang dilakukan oleh anak yaitu terkait dengan jenis barang yang
diambil, tujuannya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, bagaimana cara
terdakwa melakukan, kepentingan terbaik bagi anak, sikap terdakwa anak dalam
menghadapi perkara yang dilakukannya dipersidangan, hasil dari Litmas, dan
kemudian hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa anak.

Namun menurut Romli Atmasasmita, disparitas di dalam pemidanaan

dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

a. Disparitas pidana dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-
delik yang agak berat, namun disparitas pidana tersebut harus disertai
dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.

b. Disparitas pidana dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun
wajar 163,

Untuk mengetahui apakah disparitas pidana yang terjadi pada Putusan
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN  Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna, disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Dapat
kita lihat pada beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yang

dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

62\Wawancara dengan Sadri, S.H., M.H., Hakim Madya Utama di Pengadilan Negeri
Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
183Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana...., him.82.
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Adapun terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN

Bna yakni:

1.

Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHPidana). Yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

a. Barang siapa.

1)

2)

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa
dalam perkara ini adalah anak | dan anak Il yang identitasnya
telah dibenarkan oleh para anak sebagai jati dirinya, telah
didakwa dan dihadapkan kepersidangan oleh jaksa penuntut
umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para anak,
hasil laporan penelitian kemasyarakatan dihubungkan dengan
akta kelahiran para anak, diperoleh fakta usia para anak ketika
tindak pidana ini terjadi belum mencapai 18 (delapan belas)
tahun, dan anak | saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan anak
Il saat ini berumur 16 (enam belas) tahun yang mana masih
tergolong anak sehingga terhadap para anak haruslah
diberlakukan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas maka unsur ini telah terpenunhi.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.
Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”

dalam perkara ini adalah anak yang identitas telah dibenarkan
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oleh anak sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan ke
persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak, hasil
laporan penelitian kemasyarakatan dihubungkan dengan akta
kelahiran anak, diperoleh fakta usia anak ketika tindak pidana ini
terjadi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dan anak saat
ini berusia 16 (enam belas) tahun yang mana masih tergolong
anak sehingga terhadap anak haruslah diberlakukan Undang-
Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua
putusan tersebut di atas  pada unsur “barang siapa” dapat
disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut terpenuhinnya unsur
“barang siapa”. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Bna yaitu dengan inisial “anak | dan anak I1”. Pada Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna vyaitu dengan inisial
“anak”. Namun terdapat perbedaan umur pada Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu anak | berumur 15 tahun dan
anak Il berumur 16 tahun. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna, terdakwa anak berumur 16 (enam belas)
tahun. Jadi ada salah satu terdakwa anak pada Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, umurnya lebih muda dari
terdakwa anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN

Bna.
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b. Mengambil sesuatu barang.
1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020
sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Teman Samping
Salon Ladies Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota
Banda Aceh para anak dan saksi Il telah mengambil 14 (empat
belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang
sedang antrian di pangkalan elpiji.

Bahwa, mulanya para anak dan saksi 111 melewati Jalan
Teman dengan menggunkan sepeda motor lalu melihat ada
tabung gas di samping Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat)
buah tabung gas dan membawanya ke rumah saksi I11.

Bahwa, selanjutnya saksi 11l dan anak Il kembali ke Jalan
Teman dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas lagi dan saat
menuju ke rumah saksi Illdi dekat kuburan melihat saksi |
(anggota Polsek Kuta Alam) kemudian mereka membelokkan
sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian
meletakkan 6 (enam) buah tabung gas disamping truk.

Bahwa, kemudian anak | datang dan mengatakan saksi |
datang kerumah saksi Ill, selanjutnya mereka bertiga pergi ke
Lampaseh kemudian kembali lagi ke tempat meletakkan 6 (enam)
buah tabung gas di samping mobiltruk akan tetapi tabung gas
tersebut sudah tidak ada lagi.

Bahwa, selanjutnya mereka bertiga kembali ke Jalan
Sehat samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas
sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke

Lambaro.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019
sekira pukul 18.30 WIB, anak dan saksi mengambil 1 (satu) buah
tas ransel warna hitam merk blasted dari yang terletak di sepeda
motor.

Bahwa, sebelumnya anak dan saksi dan melihat ada tas
ransel terletak diatas sepeda motor, lalu saksi memarkirkan
sepeda motor yang dikendarainya bersama anak disebelah sepeda
motor tersebut kemudian langsung mengambil tas ransel
kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua
saksi.

Bahwa, tas ransel tersebut berisi 1 (satu) unit laptop merk
acer 14 inchi warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1
(satu) buah mouse warna merah dan 6 (enam) buah flashdisk,
sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua
putusan tersebut di atas pada unsur “mengambil sesuatu barang”
dapat disimpulkan bahwa kedua putusan tersebut terpenuhinnya
unsur “mengambil sesuatu barang”. Pada  Putusan Nomor
6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu “mengambil 14 (empat belas)
buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram”. Pada Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yaitu “mengambil tas
ransel berisi 1 (satu) unit laptop merk acer 14 inchi warna hitam,

1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah mouse warna
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merah dan 6 (enam) buah flashdisk”. Namun dari jenis barang
yang diambil, waktu kejadian dan cara yang dilakukan para
terdakwa anak dalam mengambil barang tersebut terlihat jelas
berbeda.

c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

1)

2)

3)

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa, tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram
tersebut adalah milik Saksi korban yang diletakkan di Jalan
Teman Gampong Laksana Samping Salon Ladies karena antrian
pengisian elpiji, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah
terpenuhi.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk
blasted yang berisi 1 (satu) unit laptop merk acer 14 inchi warna
hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam, 1 (satu) buah mouse
warna merah dan 6 (enam) buah flashdisk yang diambil oleh anak
dan saksi sdalah milik saksi, sehingga unsur ini telah terpenuhi.
Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua
putusan tersebut di atas pada unsur “yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain”. Dapat disimpulkan bahwa kedua
putusan tersebut terpenuhinnya unsur “yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain”. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna yaitu “milik saksi korban yang diletakkan di

Jalan Teman Gampong Laksana Samping Salon Ladies”. Pada



95

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna yaitu “yang
diambil oleh anak dan saksi adalah milik saksi”.

d. Untuk dimiliki secara melawan hukum.

1)

2)

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa dari 14 (empat belas) tabung gas yang
diambil tersebut, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga)
kilogram telah dijual oleh para anak di sebuah warung di
Lambaro seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk perbaikan
sepeda motor.

Bahwa, perbuatan para anak mengambil mengambil 14
(empat belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan
telah menjual sebanyak 4 (empat) buah tabung gas elpiji ukuran 3
(tiga) kilogram tersebut ‘dilakukan tanpa sepengetahuan dan
seizin pemiliknya yaitu saksi korban, sehingga dengan demikian
maka unsur ini telah terpenuhi.

Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa anak dan saksi berencana menjual isi tas tas
ransel warna hitam berupa 1 (satu) unit laptop merk acer seharga
Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan uangnya akan
digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, perbuatan
mengambil 1 (satu) buah tas ransel tersebut tanpa sepengetahuan
dan seizin dari saksi sehingga dengan demikian maka unsur ini

telah terpenuhi.
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3) Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua
putusan tersebut di atas pada unsur “untuk dimiliki secara
melawan hukum”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua
putusan tersebut terpenuhinnya unsur “untuk dimiliki secara
melawan  hukum”. Pada Putusan Nomor  6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna yaitu “14 (empat belas) tabung gas yang
diambil tersebut, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga)
kilogram ~telah dijual oleh para anak di sebuah warung di
Lambaro seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
dan uang hasil penjualannya telah digunakan untuk perbaikan
sepeda motor;”. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN
Bna yaitu “anak dan saksi berencana menjual isi tas tas ransel
warna hitam berupa 1 (satu) unit laptop merk acer seharga Rp.
400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan uangnya akan digunakan
untuk kebutuhan mereka berdua, perbuatan mengambil 1 (satu)
buah tas ransel tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi
korban. Namun terdapat perbedaan dalam unsur dimiliki secara
melawan hukum. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Bna, anak telah menjual 4 (empat) buah tabung gas seharga Rp.
320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari 14 (empat belas)
total tabung gas yang diambil dan uang hasil penjualannya telah
digunakan untuk perbaikan sepeda motor dari jenis barang yang
diambil. Sementara pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna, anak dan saksi terdakwa masih berencana
menjual isi tas tas ransel warna hitam berupa 1 (satu) unit laptop

merk acer seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan
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uangnya akan digunakan untuk kebutuhan mereka berdua, dan
belum terbukti menjualnya, artinya masih direncanakan.
e. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.
1) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa mulanya para anak melewati Jalan Teman
Gampong Laksana Samping Salon Ladies dengan menggunakan
sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salon
Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan
membawanya ke rumah saksi I11.

Bahwa, selanjutnya saksi Il dan anak Il kembali ke Jalan
Teman dan mengambil 6 (enam) buah tabung gas lagi dan saat
menuju ke rumah saksi Il didekat kuburan melihat saksi |
(Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian mereka membelokkan
sepeda motor ke rumah kos Jasa Hamidah dan kemudian
meletakkan 6 (enam) buah tabung gas disamping truk.

Bahwa, kemudian anak | datang dan mengatakan saksi |
datang kerumah saksi Ill, selanjutnya mereka bertiga pergi ke
Lampaseh kemudian kembali lagi ke tempat meletakkan 6 (enam)
buah tabung gas di samping mobil truk akan tetapi tabung gas
tersebut sudah tidak ada lagi.

Bahwa, selanjutnya mereka bertiga kembali ke Jalan
Sehat samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas
sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke
Lambaro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
terlinat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang
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yakni anak I, anak Il dan saksi Ill, sehingga dengan demikian
maka unsur inipun telah terpenuhi.
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa anak dan saksi telah mengambil 1 (satu)
buah tas ransel warna hitam merk blasted milik saksi korban dari
atas sepeda motor

Bahwa, sebelumnya anak dan saksi sampai di depan dan
melihat ada tas ransel terletak di sepeda motor, lalu saksi
memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya bersama anak
disebelah sepeda motor tersebut kemudian melihat situasi aman
saksi terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut kemudian
pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi
terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas
terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang
yakni anak dan saksi, sehingga dengan demikian maka unsur
inipun telah terpenuhi.

Analisis penulis.

Merujuk pada pertimbangan hakim terhadap kedua
putusan tersebut di atas pada unsur “dilakukan oleh 2 (dua)
orang atau lebih”, Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua
putusan tersebut terpenuhinnya unsur “dilakukan oleh 2 (dua)
orang atau lebih”. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Bna yaitu “perbuatan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang yakni
anak 1, anak Il dan saksi I11”. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna yaitu “dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni

“anak dan saksi terdakwa”. Namun terdapat perbedaan dalam
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unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pada Putusan

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN  Bna, pencurian tersebut

dilakukan oleh 3 orang yakni anak I, anak Il dan saksi III.

Sementara pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna,

pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang yakni “anak dan

saksi”.

Dari uraian pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur yang
didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana). Bahwa Putusan
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna, telah sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan
pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana. Namun terhadap kesesuaian
unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari kedua putusan diatas, yakni
dalam hal :

a. Umur terdakwa anak, pada salah satu putusan seperti pada Putusan
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yaitu anak | berumur 15 tahun
dan anak Il berumur 16 tahun. Pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna, terdakwa anak berumur 16 (enam belas) tahun.
Jadi ada salah satu terdakwa anak pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna, umurnya lebih muda dari terdakwa anak pada
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.

b. Jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah kerugian dan
cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang.
Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, jenis barang yang
diambil adalah 14 (empat belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3
(tiga) kilogram, waktu kejadian hari Rabu tanggal 12 Februari 2020
sekitar pukul 01.00 WIB, jumlah kerugian dalam dakwaan jaksa
penuntut umum dikatakan kurang lebih Rp.3.000.000,-(tiga juta
rupiah), dan cara yang diambil sekitar pukul 01.00 WIB dengan
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menggunkan sepeda motor lalu melihat ada tabung gas di samping
Salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan
membawanya ke rumah saksi Ill, selanjutnya saksi Il dan anak Il
kembali ke Jalan Teman dan mengambil 4 (empat) buah tabung gas
lagi, dan kemudian selanjutnya mereka bertiga kembali ke Jalan
Sehat samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas
sebanyak 4 (empat) buah dan membawa tabung gas tersebut ke
Lambaro. Sementara itu pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna, jenis barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah
tas ransel warna hitam merk blasted yang berisi 1 (satu) unit laptop
merk acer 14 inchi warna hitam, 1 (satu) buah charger warna hitam,
1 (satu) buah mouse warna merah dan 6 (enam) buah flashdisk,
waktu kejadian hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul
18.30 WIB, jumlah kerugian dalam dakwaan jaksa penuntut umum
dikatakan kurang lebih ‘Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu),
dan dilakukan dengan cara sekira pukul 18.30 WIB anak dan saksi
terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk
blasted dari yang terletak di sepeda motor kemudian pergi membawa
tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi.

Terdapat perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum.
Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, anak telah
menjual sebagian dari barang curiannya. Sementara itu pada Putusan
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, anak dan saksi terdakwa
masih berencana menjual belum terbukti menjualnya, artinya masih
direncanakan.

Terdapat perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau
lebih. Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, pencurian

tersebut dilakukan oleh 3 orang yakni anak I, anak Il dan saksi IlI.
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Sementara pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna,
pencurian tersebut dilakukan oleh 2 orang yakni “anak dan saksi
terdakwa”.
Pertimbangan hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan
dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).

Kedua putusan tersebut yakni Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna,
terdapat kesamaan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam
Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), yakni pembimbing
kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
memberikan rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan
memutuskan perkara ini agar terhadap klien agar dijatuhi pembinaan di
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun menurut penulis
pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna, hakim mengikuti
rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian
Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa “Pembimbing kemasyarakatan
dalam Lapora Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan
rekomendasi kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini
agar terhadap  klien agar dijatuhi —pembinaan di Lembaga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)” dan putusan hakim
“menjatuhkan pidana kepada para anak oleh karena itu dengan pidana
pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Rumoh
Seujahtera Aneuk Meutuah (LPKS-RSAM) Aceh selama 2 (dua) bulan”.
Sementara itu menurut penulis Putusan Nomor 17/Pid.Sus-
Anak/2019/PN Bna tidak sejalan dengan rekomendari pembimbing

kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
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yang menyatakan bahwa “Pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan
Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada
hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar terhadap klien
agar dijatuhi pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial (LPKS)”. Dan dalam putusan hakim “pidana kepada anak oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) hari”. Sehingga
menurut penulis rekomendasi ini tidak menjadi faktor utama penentuan
penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.
Sehingga rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan
Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) bisa saja mempengaruhi
penjatuhan putusan pidana hakim terhadap suatu putusan.
Pertimbangan hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan
meringankan anak.
a.  Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna.
1) Keadaan yang memberatkan:
a) Perbuatan para anak telah meresahkan masyarakat.
2) Keadaan yang meringankan:
a) Para anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya.
b) Sudah ada perdamaian antara orang tua dan para anak dengan
para korban.
b. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna.
1) Keadaan yang memberatkan:
a) Perbuatan anak telah meresahkan masyarakat.
2) Keadaan yang meringankan:
a) Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan

mengulangi lagi perbuatannya.
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b) Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya.

¢) Perbuatan anak telah dimaafkan oleh saksi korban.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak perlu
memperhatian keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Pada
kedua putusan diatas terlihat hampir sama antara keadaan yang
memberatkan dan meringankan anak. Namun terdapat satu perbedaan
yakni pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, adanya
keadaan yang meringankan yakni anak masih ingin melanjutkan
sekolahnya. Sehingga dalam hal ini dapat menjadi faktor penentuan
perbedaan penjatuhan pidana terhadap anak.

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa disparitas pidana yang terjadi
pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor
17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang
jelas, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
beragam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang
dilakukan oleh anak terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna adalah pertama pertimbangan
hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4
KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat perbedaan dari
segi umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu kejadian, jumlah
kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak dalam mengambil barang,
perbedaan dalam unsur dimiliki secara melawan hukum, perbedaan dalam unsur
dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, kemudian yang kedua pertimbangan
hakim terhadap rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan
Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan yang terakhir pertimbangan hakim
terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak. Hal ini sejalan
dengan hasil wawancara penulis dengan dua orang hakim anak di Pengadilan

Negeri Banda Aceh bahwa yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam
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pengambilan putusan oleh hakim pada perkara pencurian dengan pemberatan
yang dilakukan oleh anak yaitu terkait dengan jenis barang yang diambil,
tujuannya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, bagaimana cara terdakwa
melakukan, kepentingan terbaik bagi anak, sikap terdakwa anak dalam
menghadapi perkara yang dilakukannya dipersidangan, hasil dari Litmas atau
Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan kemudian hal-hal yang
meringankan dan memberatkan terdakwa anak. Sehingga dapat penulis
simpulkan bahwa disparitas pidana pada kedua putusan ini terdapat pembenaran

yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan diatas, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penerapan hukum pidana materil terhadap delik pencurian dengan
pemberatan pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna dan
Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, para terdakwa anak
telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4
KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Sehingga menurut hukum para terdakwa anak
telah sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun dalam
penjatuhan putusan pidana oleh hakim pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna, belum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Ayat
(3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, yang menyatakan bahwa pidana pembinaan dalam lembaga
dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan, namun dalam amar putusan hakim hanya 2 (dua) bulan.
Kemudian pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna, belum
sesuai dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1), dan (5) Undang-Undang No.
11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 81
Ayat (1) disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila
keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, dan pada
Pasal 81 Ayat (5) disebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya
digunakan sebagai upaya terakhir. Namun dengan melihat dari keadaan
yang memberatkan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN

Bna, yaitu perbuatan anak telah meresahkan masyarakat, dan tidak

105



106

disebutkan bahwa anak pernah mengulangi tindak pidana yang dilakukan
sebelumnya atau pernah dihukum, atau  perbuatan anak telah
membahayakan masyarakat.

Disparitas pidana yang terjadi pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2020/PN Bna dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna,
terdapat pembenaran yang jelas yakni pertama adanya pertimbangan
hakim terhadap unsur-unsur yang didakwakan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4
KUHPidana) terhadap kesesuaian unsur-unsur tersebut terdapat
perbedaan dari segi umur pelaku anak, jenis barang yang diambil, waktu
kejadian, jumlah kerugian dan cara yang dilakukan para terdakwa anak
dalam ‘mengambil barang, perbedaan dalam unsur dimiliki secara
melawan hukum, perbedaan dalam unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang
atau lebih, kemudian yang kedua adanya pertimbangan hakim terhadap
rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian
Kemasyarakatan (LITMAS), dan yang terakhir adanya pertimbangan
hakim terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan anak.
Sehingga terjadilah disparitas pidana. Dan disparitas pidana ini terdapat
pembenaran yang jelas sehingga tidak menyalahi asas nondiskriminasi.

B. Saran

Dari hasil “uraian kesimpulan diatas, penulis menyampaikan saran

sebagai berikut:

1.

Hakim dalam memutuskan perkara pidana anak yang berkonflik dengan
hukum, atau anak sebagai pelaku tindak pidana, selain menggunakan
ketentuan dalam KUHP dan KUHAP juga harus menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Hakim juga perlu memperhatikan sejumlah

pertimbangan dalam memutuskan perkara anak, mulai dari faktor
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yuridis, faktor non yuridis, kepentingan terbaik bagi anak, hal-hal yang
memberatkan anak, dan hal-hal yang meringankan pidana. Karena
pertimbangan hakim tersebut mempunyai pengaruh yang besar dalam
menentukan masa depan anak dan juga menentukan nasib anak, hal ini
dikarenakan keputusan dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang
luas, baik yang menyangkut langsung kepada anak, keluarga, korban
maupun masyarakat secara luas.

Disparitas dalam penjatuhan pidana oleh hakim tidak dapat dihilangkan.
Mengingat ada beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana
seperti faktor yang bersumber dari hukum itu sendiri bahwa dalam
peraturan perundang-undangan hanya dicantumkan pemberian hukuman
maksimal dan minimalnya saja, seharusnya menurut penulis
dicantumkan secara tegas dalam undang-undang tentang pedoman
pemberian sanksi pidana, sehingga diharapkan akan menghindari
sewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan

putusan.
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PUTUSAN
MNomor BFid. Sus-Anak2020/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Megeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana anak
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhdan putusan
sebagai berkut dalam perkara Para Anak

Anak 1

1. Mama lengkap - Anak 1;

2. Tempat lahir : Stabat;

3. UmurTanggal lahir 13 tahuny 28 Mei 2004,
4. Jenis kelamin - Laki-laki;

3. Kebangsaan : Indonesis;
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sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
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2 Maret 2020;

4. Hakirn Pengadilan Megeri sejak tangoal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal
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3. Hakim Pengadilan Megeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Megeri sejak
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Anak 2

1 Mama lengkap - Anak Z;

2. Tempax lahir - Bands Aceh:

3. UmurnTangga!l lahir - 16 tahwny' 16 September 2003;
4. Jenis kelamin - Laki-lak;

3. Kebangsaan - Indonesis;

6. Tempat tinggal - Bands Aceh;

7. Agama 2l=lam;

3. Pekerjaan

< Pelsjar;
Anak |l ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1 Pemyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 =ampai dengan tanggal 21 Februari

2020;
2. Pemyidik Perpanjangan oleh Penuniut Umum ssjak tanggal 22 Febmuarn 2020

sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
3. Penuntut Umum =ejak tangoal 2B Febmwan 2020 sampai dengan tanggal

3 Maret 2020;
4. Hakirn Pengadilan Megeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal

11 Maret 2021;
3. Hakirm Pengadilan Megeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Megen sejak

tamggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
Para Anak didampingi oleh Juwita, 5H Advokad’ Penasihat Hukum pada

Fantor Lembaga Restorative Justice Working Group (RIWG), berkantor di Jalan
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Tgk. Chik Ditiro Mo.97 Lt 2 Sp. Surabaya Hota Banda Aceh, berdasarkan
Penstapan Hakim Momor &Pen Pid.Sus.Ansk@020PN Bna tanggal 4 Maret

2020,
Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang

TUaNya;
Pengadilan Megeri tersebut;
Setelah membaca:
Penetapan Ketua Pengadilan Megeri Banda Aceh Momor 6Pid.Sus-

Anak' 202HPN Bna tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penstapan Halim Nomor 6Pid.Sus-Anak’2020/PM Ena tanggal 2 Maret

2020 tentang penstapan hari sldang

Has=il penelitian kemasyarakatan
Berkas perkara dan surat-surat la.ln yang bersanghutan;
Satelah mendengar keterangan Saksi-sak=i dan Para Anak sera

memperhatikan barang bubdi yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana wang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokokmya sebagai berilkut:
1 Memyatakan Anak | dan Anak Il s=cara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencunan dengan
pemberatan yang melanggar pasal 263 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menghulwm Anak | dan anak || dengan pidana penjara selama 4 (empat}
bulan di LPKA Lambaro didwrangi s=lama Anak | dan Anak |l menjalani
tahanan;
3. Memyatakan barang bukti berupa :

- 4 {empat} buah tabung gas= elpiji demgan berat 3 Kg;

- 1 {sat} unit sepeda motor Merk Yamaha Type Mio sporty wama

hijau dengan Momor Polisi BL 4155 JL;

Dipergunakan dalam perkara Amir Huzaimi al=. Mak eponig;
4. Menghukum Terdakea wntuk memizayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukwm Para Anak yang pada
poboknya menyatakan tidak sependapat dengan tuniutan Penuntutan Umum
karena sangatlah berat bagi Anak dan Anak baru pemama kali melabulkan suatu
perbustan pidana, Anak sangat kooperatif menyesali perbuatanmya dan berjanii
tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutmy@a mohon agar

anak ditemnpatkan di LPKS untuk mendapatkan pembinaan;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasihat Hulwm Anak yang pada pokokmya memyatakan tetap dengan

tuREnmyE;
Halaman 2 dan' 15 Putusan Momar 5P, Sws-Snale2020FN Ena
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Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap

tanggapan Penurntut Urmum yang pada potoknya tetap dengan pembelaanma;
Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didalona berdasarkan surat dakwaan sebagai berilut:

DAKMWAAN
Bahwa merska anak |, anak || dan Saksi |l (terdalews yang penuntutanya

dilakukan dalam BF terpisah) pada hari Riabu tangogall? Februan 2020 sekitar
pubwl 3100 WIE atau sstidak-tidakmya pada suatu wakiu dalam bulan Februar
tahun 2020 benempat disamping =3lon Ladies Jalan teman Gampong Laksana
Kec Huta Alam Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada sustu tempat yang
masih termasuk dalam wailayah hukum Pengadilan Meger Banda Aceh, telah
mengambil sesuatu barang berupa 14 (empat belas) tabung gas ukuran 3 {tiga)
Fig warna hijau milik saksi korban May li Eva Young Als.Amoi Binti Alimin, saksi
Eka Hurnia Binti Ridwan Mur, sak=i Sujoko Bin Infar, sak=i Halimatun Sakdish
Als. Atun Binti Ismail Gading. saksi Siti Fatimah Binti Berlian Lubis, sak=i Slamet
Bin Sudirong yang mana perbustan tersebut dilabukan oleh dua orang atau
lebih dengan bersskubu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdabes
dengan cara sebagai bendut:
- Bahwa berawsl bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020
sekitar pubml 00.30 Wik ==telah selesai menonton balapan motor liar di
daerah e lhes, Saksi Il dengan anak | dan anak |l dengan
berboncengan tiga menggunakan sepeds motor milik L Amir Husaini
Als. Mak Epong pulang menuju ke rumah saksi [l Saat anak |, anak |
dan Zaksi I melewsti jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong
Laksana [ecamatan Kuta Alam Foia Banda Aceh  dengan
menggunakan sepeda motwr dan berboncengan beniga, anak |l
mefihat tsbung gas ulwran 3 (tiga) Kg yang berjajar di pinggir jalan.
Lalu anak Il tersebut berkata ~ [T ADA TABUNG GAS” lalu anak |
berkata “KALF BALIK. KAL BALIK lalu Saksi ll langsung memutsr
sepeda motor, sesampaimya ditempat tabung gas terssbut Anak 1
menghentikan sepeda motor, lalu anak |, anak || dan Saksi 1l anpa
turun dar sepeda motor mengambi @bung gas tersebut, Saksi I
mengamhbil 2 (dus) buah tabung gas sedangkan anak | dan anak |l
mengambil masing masing 1 (samw) buah tabung gas. Tabung gas yang
Saksi HI ambil diletakdan di depan dibawah kaki Saksi 1. Lalu abung
gas yang diambil anak | dan anak Il diberikan kepada Saksi 1l dengan
berkata "TARUH DEFAM SAJA". Laku tabung gas tersebut Saksi 1l
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taruh di depan Saksi Il dibawah kaki Saksi Il Selanjutya anak |,
anak Il dan Saksi Il pergi menuju ke rumah Saksi [l Sesampainya di
depan rumah Sak=i lll, Sak=i Il mengambil 1 (sat) tabung gas dan
Salesi |l taruh disamping rumsh, anak || mengambil 1 (zatu) tabung
gas dan ditaruh disamping rumah sera anak | mengambil 2 [dua) bush
tabung gas dibawsh ke samping rumah. Saat semua tabung gas
sudsh disamping rumah Lalu anak | memindahkan lagi 4 {(empaf)
tabung gas tersebut ke belakang rumah. Lalu anak || berkata "AMBIL
LAGI, AMEBIL LAGI" Saksi Il jawab "AYOK. Lalu Saksi Il berkata
“Anak | FAMU IBUT dijawab anak | © GAK, AKU DISINI AJA™ Laku
Saksi Il pergi berdua dengan anak || kembali ketempat Sabksi
mengambil gas. Sesampainya ditempat tersebut Saksi 1l mengamiil 4
[empaf) buah tabung gas sedangkan anak |l mengambil 2 (dus)
tabung gas. umuk tabumg gas yang Saksi [l ambil di taruh didepan
dibawsh kalki Saksi |ll, sedangkan anak Il membawa tabung gas
tersebut dengan tangan kanan dan kiri. Selanjutmya Saksi Il pergi
menuju rumah, pada saat sampal disimgang kuburan, Saksi 1ll melihat
dari jauh sdra Saksi | #AMIT POLSER. KUTA ALAN) sedang lewat
menggunakan sepeda motor. Lalu Saksi 1l Bngsung membelokian
sepeda motor, menuu ke arah rumah Kios Jasa Hamidsh yang ada di
Gampong Mulia, disana ada 1 (sat) unit fruk yang sedang parkar, laku
tabung gas tersebut Saksi [l simpan disamping truk tersebut. Setelah
iu Saksi Il mau pulang melzvati Peunayong dan melintasi jalan SM
Raja, saat Saksi Il di degan SME 4 melihat anak | yang sedang lari.
Lalu anak | memanggd Saksi Ill, dan Saksi 111 hampin anak | tersebut.
Lalu anak | berkata * DATANG PAK Saksi | KE RUMAHMLUT lalu Saksi
1l jawvab YA, UDAH, NAIK MAIK”. Lalu mereka bertiga berboncengan
dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Il pergi menuju ke
Lampaseh Kota, lalu mereka berhenti dan duduk di Kedai yang ada
ditermpat tersebut. Lalu mereba ngobrol. Lalu anak || berkata ° TADI
AKL MGAMBIL & (ENAM) TABUNG GAS, AKU TARUH DISAMPING
MOBIL DUMP TRUK. Lalu Saksi (Il jawab "SEBEMTAR LAGI KITA
LIHAT, MASIH ADA ATAL GAKT Lalu Saksi |l berkata kepada anak | 7
YUK KITA PERGI KITA LIHAT dijawab oleh anak | terssbut YO
Lalu Saksi Il dengan anak | pergi menuju ke tempat Saksi lll dan anak
Il menyimpan tabung gas tersebut. Sezampainya ditermpat tersebut
termyata tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu Saksi Il

Halamar, 4 dari 15 Putusan Nomar 68, Sus-fnak2020FN Ena

Decitear
Mg Ui hareah S0 P MO AT SN AL AT S R S A A S ot Lt A L nan (A, S e

st
s L st faeer SengE sy’ S b A A T LRI, P P B AT S Dl e ke e
”ummmm,—umﬂ;ﬁtn“nwﬂ R LT WS e PRI D0 RSN WS TIRR AR L] S L
[l S i Sy Haleman &



121

Direktori Putusan Mahkamah Agu ng REPI.I'J"H Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak | kembali ke Lampassh Kota menjumpai anak 1. Setelah
sampai ditempat anak [, Saksi Il berkata "SUDAH HILANG, GARK ADA
LAGI" dijawab anak || "SERIUS KALU". Tidak berapa lama kemudian
Saksi |l ajak anak | pergi. Pada saat ditengah jalan saksi lll ajak anak
| untuk mengambil tabung gas lagi. Sesampainya ditempat tabung gas.
Saksi lll mengambil 2 (dua) tabung gas dan anak | mengambil 2 {dus)
tabung gas. Untuk tsbung gas yang Saksi Il ambil di taruh di depan
dibawwah kaki Saksi Il dan tabung gas yang diambil oleh anak |
diberikan kepada Sak=i |l dan di satukan jadi =atu di depan Saksi Il
Lalu Saksi lll dan anak | dengan membawa tabung gas tersebut pergi
menuju ke arah Lambaro Aceh Besar. Sesampaimya di Lambaro
sepeda motor yang mereka naild mogod Lalu merska mendorong
sepeda motor tersebut dan saat mereka melihat bengkel mereka
berhenti didepan benghkel tersebut dan tdur didepan bengkel tersebut
Lalu pada pagi harimya sekitar pubkul 10,00 wak Saksi [l dan anak |
berdua menawarkan tsbung gas tersebut dikios mobil dan mereka
tawarkan tabung gas tersebut. lalu oleh orang tersebut tabung gas
tersebut ditawar Rp. 320,000 (tiga ratus dua puluh rbu rupiah) dan
mereha jual juga. Setelah iw mereka memperbaiki sepeda motor Saksi
I dan =slesai memperbaiki sepeda motor terssbut kami kembali
menuju ks Banda Aceh;
Bahwa Akibat dari perbuatan anak | dan anak Il, para =aksi korban
menderita kerugian dengan iotal kerugian ssbesar Rp.3.000.000.-tiga juta

rupiah) ataw burang lebih ==umlah iu;
Ferbuatan terdakwa tersebut distur dan diancam Pidana dalam pasal 363

ayat (1) ke 4 KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat

Hulum Para Anak tidak mengajekan kebsratan;
Menimbang, bahwa untuk membubtkan dalwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai benbut:

1. Sak=i | dibawah sumpah pada pokokmya menerangkan s=bagal benbat:
Bahwa. pada hari Jumat tanggal 14 Febmuan 2020 sebdtar pukul 02.00

WIB benempat di Jin. Syiah Kuala Dusun Diwai Makam Gampong Lambaro
Skep Kuta Alam Kota Bandas Aceh, saksi telah melsbukan penangkapan
terhadap Para Anak dan temannya bernama Saksi [l karena telah melakukan
pencurian 14 {empat) belas buah tabung gas elpiji ubwran 3 (tiga} klogram
yang sedang menganti gas elpiji di Samping Salon Ladies Gampong
Laksana Kecamatan Kuta Alam;

Halamar, 5 dar 15 Putusan Nomar 88, Sus-Snak@2020FN Bna

Ditcistew
it e 0un S RO AT A S AT R A 5 G0 A gl S ot g g L A 0%, S e i
s LES bt aden e bl iohear ] A LG S A B LT Y e e b et

bummmmnwm;uknmnmu L Sl sl L T DR R R MR Ly A e 5
Eea mparnaasdeahaewtagag s T S S e Hasman



122

Direktori Putusan Mahkamah Agung REPI.ID"H Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelsh =aksi mendapat informasi tersebut selanjuima saksi
langsung menuju ke rumah Para Anak dan melakukan penangkapan dan
pada hari Minggu tanggal 17 Febmuari 2020 Saksi melakukan penangkapan

terhadap Saksi [I;
- Bahwa, barang bukzi vang diternukan sebanmyak B (delapan) buah tabung

gas 3 (tiga) kilogram dam 1 {saw) unit sepeda motor 1 {satu) wnit sepeda
motor Merk Yamaha Type Mio spory warna hijau dengan Momor Polisi BL

4135 JL;
Terhadap keterangan Saksi, Para Ansk membenarkan dan tidsk

keberatan:
2. Sakzi ll dibawwah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berilout:
Bahwa. pada hari Rabu tanggal 12 Febmuan 2020 sekira pulul 07.30 WIB

=aksi mengetahui kalau tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang saksi
letakkan di Samping Salon Ladies Jalan Teman Desa Laksana Kecamatan

Kuta Alam Kota Banda Aceh sebamyak 4 (empat) buah telah hilang;
- Bahwa, saksi meletakdan tabung gas terssbut umuk antrian gas =lpiji

pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pubul 21.00 WiB;
- Bahwa. saat ilu saksi datang k= tempat saksi meletakdan tshbung gas

tersebut untuk: membeli gas =lpyi termyata tabung gas milik saksi sudsh tidak
ada lagi;
- Bahwa. akibat kejadian saksi menderita kerugian sejumiah Rp. B00.000.-

(enam ratus ribu nupizh];
Terhadap keterangan Sab=i, Para Anak membenarkan dan tidak

ke ratan:

3. Sakzi lll dibawah sumpah pada pokokomya menerangkan sebagal beribart:
Bahwa, pada har Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitsr pulad 01.00

WIE bertempat di Jalan teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana
Kecamatan Kuta Alam saksi dan Para Anak telah mengambil 14 {empat
belas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang sedang anfrian di

pangkalan elpiy; i K
- Bahwa. mulamya =aksl dan Para Anak melewati jalan Teman dengan

menggunakan ==peda motor lalu melihat ada tabung gas di samping Salkon
Ladies Izl mengambd & (empaf) buah twbung gas dan membawanya ke
rurnah saksi;

Bahwa, =elanjutwa saksi dan Anak Il kembali ke Jalan Teman dan
mengambil 4 (empat) buah tsbung gas gl dan zaat menuj ke rumah sak=i
di dekat kuburan Saksi melihat Saksi | (Anggota Polsek Kuta Alam]) kemudian
Saksi membelokkan sepeda motor k2 memah kos Jasa Hamidah dan

kemudian meletakdan & (enam) buah tabung gas disamping trul;
Bahwa. kemudian Anak | datang dan mengatakan saksi | datang ke

rurmah Saksi, selanjutnys kami bertiga pergi ke Lampassh kemudian kembali
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lagi ke ternpat Saksi meletabdan & (enam) buah tabung gas yang di samping

mehil truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;
Bahwa, selanjutrya kami bertiga kembali ke Jalan Teman samping Salon

Ladies dan mengambil lagi tabung gas elpiji sebamyak 4 (empaf) buah dan

membawa tabung gas tersebut ke Lambarno;
- Bahwa, sesampai di Lambam sepeda motor yang Saksi kendaral mogok

selanjutny= Saksi dan Para Anak tidur di depan sebuah bengkel dan pagi
harimya selitar pululd 10.00 WIE Sak=i menjual 4 {empaf) buah tabung gas
elpiji tersebut di warung s=harga Rp. 320.000.-(iga ratus dua puluh ribu

rupiah};
- Bahwa, =setelah sepeda motor diperbaild selanjutnya Saksi dan Para

Anak kembali ke Banda Aceh;
- Bahwa. uang hasil penjualan tabung gas digunakan uniuk membayar

biaya perbaiban sepeda motor sejumlah Rp. 170.000, -(seratus wjuh puluh
ribu rupiah);
Terhadap keterangan Saks=i, Para Anak membenarkan dan tidak

keberatan;
4. Saksi IV dibawah sumpah pada polokmya menerangkan sebagail berbut:
- Bahwa, pada hari Riabu @anggal 12 Februari 2020 Saksi mengetahai

kalau tabung gas elpij ukuran 3 (tipa) Klogram yang Saksi letakdan di
samping Salon Ladies Jalan Teman Deza Laksana Hecamatan Kuta Alam

Kota Banda Aceh sebanyak 2 (dua) buah telah hilang;
Bahwa, Saksi meletakd=n tabung gas tersebut uniuk antian gas elpiji

pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa. saat iv Saksi datang ke tempat Saksi mel=takkan tabung gas

tersebut untuk membeli gas elpiji termyata tabung gas milik Saksi sudah tidak

ada lagi;
- Bahwa. akibat kejadian Saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 400.000.-
(ernpat ratus nibw rupiah);

Terhadap keterangan Sak=i, Para Anak membenarkan dan tdak
keberatan:

5. Sak=i \ dibawah svmpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Saksi mengetahui

kalau tabung gas elpip ukuran 3 (figa) kilogram yvang Saksi ketaldan di
samping Salon Ladies Jalan Teman Desa Laksana Hecamatan Kuta Alam

Kota Banda Aceh sebamyak 1 {satu} buah elah hilang;
Bahwa, Saksi meletakian tabung gas terssbut untuk anman gas elpiji

pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa, sast Saksi datang ke tempat Saksi meletaklan tabung gas

tersebut untuk membeli gas elpiji terny=ta tabung gas milik Saksi sudah tidak
ada lagi;
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Bahwa, akibat kejadian Saksi menderita kerugian ssjumlah Rp. 200.000.-

(dua ratus nibu rupiah);
Terhadap keterangan =ak=i, Para Anak membenarkan dan tidak

keberatan:
6. Sak=i V] dibawah sumpah pada pokokmya menerangkan s=bagai beribut:
Bahwa. pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Saksi mengetahul

kalaw tabung gas elpij ukuran 3 (tiga) kilogram yvang Saksi lketakdan di
samping Salon Ladies Jalan Teman Desa Laksana Kecamatan Kuta Alam

Kota Banda Aceh sebamyak 1 {satu) buah telah hilang;
Bahwa. Saksi meletakkan tabung gas tersebut untuk antian gas =lpiji

pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020;
- Bahwa, saat itv Saksi datang ke tempat Saksi meletakkan tabung gas

tersebut untuk membeli gas elpiji termyata tabung gas milik Saksi sudah tidak

ada lagi;
- Bahwa, akibat kejadian Saksi menderita kerugian sejumlah Rp. 200.000.-

(dua ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan =sk=i, Para Anak membenarkan dan bidak

kebe ratan;
Menimbang, bahwa Para Anak dipersidangan telah memberiian
laa'bu'altgmyargpa::hpulmlu'r;asehagajbeﬂmt:

Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Februar 2020 sekitar pulud 01.00
WIB berempat di Jalan Terman Samping Salon Ladies Gampong Laksana
Kecamatan Kuta Alam Anak dan 2 (dua) orang teman lsinmya telah
mengambil 14 (empaf] belas buah tabong gas elpiji uburan 3 {tiga) kilogram

yang sedang andrian di pangkalan elpii;

- Bahwa, mulanys kami mekowat Jalan Teman dengan menggunakan
sepeda motor lals melihat ada abung pas di =amping Salon Ladies laku
mengambil 4 (emgaf) buah tabung gas dan membawvanya ke rumah Saksi
I-". Bahwa., sslanjutriya Saksi 1l dan Anak |l kembali ke Jalan Teman dan
mengambil 4 (empat) buah tabung gas lagi dan saat menuju ke rumsh Saksi
Il di dekat kuburan melihat Saksi | (Anggots Polsek Kuta Alam) kemudian
membelokkan sepeda motor ke umah kos Jasa Hamidah dan kemudian

meletakian 4 (empat) buah tabung gas disamping tnuk;
- Bahwa. kemudian Anak datang dan mengatakan Saksi | datang ke rumah

Saksi I, selanjutmya kami beriga pergi ke Lampaseh kemudian kembali lagi
ke tempat meletakdan G (enam) bush tabung gas di samping mobil truk akan
t=tapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;
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Bahwa, selanjutmya kami bertiga kembali ke Jalan Sehat samping Salon
Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebanyak 4 (empat) buah dan

membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;
Bahwa. sesampai di Lambaro sepeda motor yang dikendaral mogok

selanjuinya kami tidur di depan sebuah bengkel dan pagi harimya sekitar
pubul 13.00 WIE kami menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut di wanng

seharga Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa. setelah sepeda motor diperbaild selanjutya kami kembali ke

Eanda Aceh;
Bahwa. uang hasil penjualan tabung gas digunakan untuk membayar

biaya perbaikan s=peda motor sejumlah Rp. 170.000.- (seratus tujuh puluh
ribu rupiahj;
Anak Il :
Bahwa. pada han Rabu tanggal 12 Februar 2020 sekitar pubud 01.00
WIB berermpat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Lak=ana
Kecamatan Huta Alam Anak dan 2 (dua) orang teman lEinmya telsh
mengambil 14 (empaf) belas bush tabung gas elpiji ukuran 3 {tiga) kilogram
yang sedang antrian di pangkalan elpii;
- Bahwa, mulanya kami melwat Jalan Terman dengan menggunakan
sepeda motor laku melihat ada tabung gas di =amping Salon Ladies
mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawamya ke rumah Saksi
I-"I Bahwa, =elanjutriya Saksi Il dan Anak kembali ke Jalan Teman dan
mengamkd 4 {empat} buah tabung gas lagi dan saat menuu ke rumah Saksi
Hl di debat kuburan melihat Sak=i | (Anggota Polsek Huta Alam) kemudian
membeloklan sepeda motor ke mmah kos Jasa Hamidah dan kemudian

meletaklan 4 {empat) buah tabung gas dizamping tuk tersebut;
- Bahwa, kermudisn Anak datang dan mengatskan saksi | datang ke rumsh

saksi [Il, selanjutnya kami bertiga pergi ke Lampaseh kemudian kemiali lagi
ke tempat meletakican 6 (gnam) bush tabung gas di samping mobil truk akan
t=tapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa, selamjutrya kami berbiga kembali ke Jalan Sehat Samping Salon
Ladies dan mengambil lagi tabung gas s=bamyak 4 (empat) buah dan

membawa tabung gas ersebut ke Lambarno;
Bahwa, sesampai di Lambaro sepeda motor yang dikendarai mogok

selanjutnya kami tidur di depan sebuah bengkel dan pagi harimya sekitar
pubul 13.00 WIE kami menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut di wanng

seharga Rp. 320,000, -(biga ratus dua puluh ribu rupiah);
Bahwa, setelah sepeda motor diperbaiki selanjutnya kami kembali ke

Banda Aceh;
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Bahwa. uang hasil penjualan tabung gas digunakan untwk membayar
biaya perbaiban sepeda motor sejumlah Rp. 170.000,-(seratus wjuh puluh
ribu rupiah);

Menimbang, babwa Para Anak tidak mengajulan Saksi yang

meringankan (g de charge);
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang

twa dan Wali dari Para Anak yang pada pokokmya menerangkan sebagai
berikut:

Bahwa. orang twa dan wali anak sangat memnyesali perbuatan anak

merska dan berjanji akan meninglatkan pengawasan terhadap anskmya

dalarm bergauk
- Bahwa. orang twa dam wali anak bersedia membayar kemugian korban

vang disebabkan oleh perbuatan anak merela;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bulti sebagai
beribut:
- 4 {empat) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg;
- 1 {satu} unit sepeda maotor Merk Yamaha Type Mio spomy wama
hijau dengan Nomor Polisi BL 4155 JL;
Menimbang, bahva berdasarkan alar bulti dan barang bukdi yang
diajukan diperoleh fakia-fakta hubum s=bagai berikut
Bahwa. benar pada hari Rabu tangoal 12 Februan 2020 sekitar pubwl
0100 WIE bertempat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong
Laksana Fecamatan Huta Alam Para Anak dan saksi 1l telah mengammbi 14
(empat} belas bush mbung gas elpiji ukwran 3 (6ga) klogram yang sedang
antrian di pangkalan elpiji;
- Bahwa, benar tabung gas elpiji ukuran 3 {tiga) kilogram tersebut adalsh
rnilik: sak=i korban;
Bahwa, benar mulanya Para Anak melevati Jalan Teman dengan
menggunakan ==p=da motor lalu melhat ada tabung gas di samping Salon
Ladies laks mengambdl 4 {empaf) buah fabung gas dan membawanmya ke

rurnah Saksi 1I;
- Bahwa. benar selanjutmya Saksi Il dan Anak |l kembali ke Jalan Temnan

dan mengambil 4 (empat} buah tabung gas lagi dan =aat menuju ke rumah
Saksi Il di dekat kuburan melihat Saksio | (Anggota Polssk Kuta Alam)
kemudian mereka membeloki@n sepeda motor ke umah kos Jasa Hamidah
dan kemudian meletaldan 4 (empaf) buah tabung gas disamping tuk

tersebut;
Bahwa, benar kemudian Anak | datang dan mengatakan Saksi | datang

ke rumah Saksi 1l selanjutrya mereka bertiga pergi ke Lampaseh kemudian
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kembali lagi ke tempat meletakdan & (enam) bush tabung gas di samping

bl truk akan tetapi abung gas tersebut sudah tidak ada lagi;
Bahwa. benar selanjuinya mereka bertiga kembali ke Jalan Sehat

samping Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebamyak 4 (empat)

buah dan membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;
- Bahwa, zesampai di Lambaro sepeda motor yang dikendarai mogok

selanjuinya mereka tidur di depan sebuah bengkel dan pagi harimya sekitar
pubul 10.00 WIB menjual 4 (empat) buah tabung gas tersebut di warung

seharga Rp. 320,000, -(tiga ratus dua pubuh ribu rupiah);
- Bahwa, benar setelah sepeda motor diperbaild selanjutnya merska

kembali ke Banda Acsh;
Bahwa. benar uang hasl penjualan tsbung gas digunakan untuk

membayar bizya perbaikan sepeda motor sspmlah Rp. 170.000,-(seratus
tujuh puluh ribu mupizh);

Menimbang, bahwa selanjutya Hakim akan  memperimbanghan

apakah berdasarkan fakta-fakta hubum tersebut diatas, Para Ansk dapat

dinyatakan telah melakukan tindsk pidana yang didakwakan kepadanys;
Menimbang, batwa Para Anak telah didabwa oleh Penuntut Umum

dengan dakveman tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-d

K]..IHPyatg UnSUr-UNsumya adalzh sebagai beriut :
Barang siapa;
Mengambil sesuatu barang;

Yang seluruhnym stau sebagian kepunyman orang Bin;
Untulk: dimilili secara melawan huloum;

Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lkebih;
'Menlni'.\ang tahwwa terhadap umsur-unswr tersebut Hakim

mempertimbanglkan zz=bagal berikwt
Ad.1. Barang siapa;
Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada orang sebagai

subjek hubum yang didakwa melakulkan tndak pidana dan atas perbuatanmya

dapat dipenanggungjavwsbkan secara yurndis;
Menimbang, bahwa yang dimsk=ud unsur barang siapa dalam perkara

imi adalah Anak | dan Anak Il yang identitasmya telah dibenarkan oleh Para Anak
sebagai jati dinmya, telah didakwa dan dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa

Penunitut Lmurn;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak, Has=il Laporan

Penslitian Kemasyarakatan dihubungkan dengan Akta Kelshiran Para Anak,
diperoleh fakta usia Para Ansk ketika tindak pidana ini terjadi belum mencapai
13 (delapan belas) tahun, dan Anak | saat ;i berusia 153 (ma belas) tshun dan
Anak I saat ind berumur 16 (enam belas) tahun yang mana masih tergolong
Anak sehingga terhadap Pama Anak haruslzh diberlakukan Undang-Undang RI
Mo. 11 Tahun 2012 t=ntang Sistern Peradilan Pidana Anak;

(ST
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Menimbang, balhwa terhadap Para Anak yang telah benusia diatas
12 tahun sesusi dengan Undang-Undang tersebut dapat dimintai pertanggung
jAwaban pidana;

Menimbang, bahwa =slama persidangan Hakim mengamati dan
mencermati skap dan perlaku, Para Anak tergolong orang yang mempumyai
akal yang ==hat, sehingga apabila nantinya seluruh unswr-unsur tindak pidana
sebagaimana yang didakemkan terpenuhi pada perbuatan Para Anak dan tidak
ditemutan alasan pemasf dan pembenar atas perbuatan yang dilabukan Para
Anak maka dapat dituntut penanggungjawaban pidana;

Menimbang, balmwva berdasarkan penimbangan terssbut diatas maka
unsur ini tzlah terpenuhi;

Ad_2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakia yang tenungkap dipersidangan
bahwa pada har Rabu tanggal 12 Februad 2020 sskitar pukul 01.00 WIB
beriernpat di Jalan Teman Samping Salon Ladies Gampong Laksana
Kecamatan Muta Alam Kota Banda Aceh Para Anak dan sabs=i (11 telsh
mengambi 14 {(empat) belas buah tsbung gas elpiji ukuran 3 (tiga) klogram
yang sedang antrian di pangkalan elpiji;

Bahwa, mulamya Fara Anak dan Saksi lll melewsati jalan Teman dengan
menggunkan sepada motor lalu melihat ada tabung gas di =amping Salon
Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan membawanya ke rumah
Sak=i llI;

Bahwa, selanjutnya Saksi Il dan Anak |l kembali ke Jalan Teman dan
mengamkbil 4 {empar) buah tabung gas lagi dan =aat menuju ke rumah Saksi LI
di dekat kuburan melihat Saksi | (Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian menska
membelokkan sepeda motor k2 wmah kos Jasa Hamidah dan kemudisn
meletakkan G (enam) buah tabung gas dizamping truk;

Bahwa, kemudian Anak | datang dan mengatakan saksi | datang ke
rumah saksi |, selanuinya mereka bertiga pergi ke Lampassh kemudisn
kembali lagi ke tempat meletatdan & (enam) buah tsbung gas di =amping mobil
truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;

Bahwa, selanjinya merska bemiga kembali ke Jalan Sehat samping
Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebamak 4 (empaf) buah dan
membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan tersebut diatas maka
unsur ini telsh =rpenuhi;

Ad_3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
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Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan
bahwa, tabung gas elpi ukuran 3 (tiga) lkilogram tersebut adalah milik Sak=i
korban yang diletskkan di Jalan Teman Gampong Lak=ana Samping Salon
Ladies karena antrian pengisian elpiji, sehingga dengan demikian malka unsur
imi telzh terpenuhi;

Ad. 4. Untuk dimilild secara melawan hubum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

bahwa dari 14 (emipat) belas tabung gas yang diambil tersebut, 4 (empat) buah
tabung gas ubwuran 3 (tiga) kilogram telah dijual oleh Para Anak di s=buah
warung di Lambaro seharga Rp. 3200000, -(bga ratus dua puluh ribu rupiah) dan

uang hasil penjualannya telah digunakan untuk perbail@n sepeda motor;
Bahwa, perbuatan Para Anak mengambil mengambil 14 (empat belas)

buah tabung gas elpiji ukuran 2 (tiga) kilogram dan telah menjual s=bamyak
4 {empat) buah tabung gas elgij ukuran 3 (biga) kilogram tersebut dilabukan
tanpa sepengetahuan dan seizin pemiikmya yaite Saksi korban, =ehingga

dengan dernikian maka unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Dilakukan oleh 2 {dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahws sebagaimana fakia vang terungkap dipersidangan
bahwa mulanmya Para Anak melewati jalan Teman Gampong Lak=ana Samping
Salon Ladies dengan menggunatan sepeda motor lake melihat ada tabung gas
di =amping salon Ladies lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas dan
membawanya ke umah Saksi

Bahwa, selanjutrrya Saksi Il dan Anak |l kembali ke Jalan Teman dan
mengambil B (enam) buah mbung gas lagi dan saat menuju ke umah saksi Il di
debkat kuburan melihat Saksi | (Anggota Polsek Kuta Alam) kemudian mereka
membeloklian sepeda motor ke wmah kos Jasa Hamidah dan kermudian
meletakkan 6 (enam) buah tabung gas disamping truk;

Bahwa, kemudian Anak | datang dan mengatakan saksi | datang ke
rumah Sak=i M, selanjutrya mereka bertiga pergi ke Lampaseh kemuedian
kembali lagi ke tempat meletakksn 6 {enam) buah tsbung gas di s=amping mobil
truk akan tetapi tabung gas tersebut sudah tidak ada lagi;

Bahwa, zelamuim@a mereka bentiga kemball ke Jalan Sshat Samping
Salon Ladies dan mengambil lagi tabung gas sebamyak 4 (empaf) buah dan
membawa tabung gas tersebut ke Lambaro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tedibat bahwea
perbuatan tersebut dilabukan oleh 3 (tiga) orang yakni Anak |, Anak |l dan Saksi
Ill, zehingga dengan demikdan maka unsur inipun telsh =rpenuhi;
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Menimbang, bahwa =elama pemeriksaan dalam persidangan, tidak
ditemutan adamya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat
menghapus kesalshan maupun sifat melswan hubum perbuatan Para Anak,
sehingga terhadap Para Anak tersebut hanus dimyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana yang setimpal atas perbuatanmnya;

Menimbang, balwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan
Penslitian Kemasyarakatan (LITMAS) memberikan rekomendasi kepada Halim
yang memerik=a dan memutuskan perkara ini agar terhadap kien agar dyathi
pembinaan di Lembaga Pemyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPES),
sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) hurof d UL Moo 11 tahun 2012
tentang Sistern Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, balwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha E=a yang memiliki marabat sebagai manusia seutvhnya, maka
berdasarkan relomendasi dardi Pembimbing Kemasyarakatan dar  hasil
assesment menunjukdan kien baru perama lkali melakukan perbuatan
melanggar hukum, maka terhadap Para Anak hamnusah dilakulan pembinaan

yang kelak akan menjadi betal bagi Para Anak di masa depan;
Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan hasil rekomendasi

Pembimbing Kemasyaralatan tersebut bahwa terhadap Para Anak akan
dijatuhkan pidana Pembinaan di dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan pasal 71 ayat (1} huruf d Undang-Undang Momor 11 tahun 2012
tentang Sistern Peradilan Pidana Anak yang lamanya ssbagaimana dimuat

dalam amar putusan ini:
Menimbang, tahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak dikenalan

penghanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Anak tersebut

hamnslah diturangkan seluruhmya dan pidana yang dijaiuhkan;
Menimbang, bahwa terhadap barang bukt vang diajukan di persidangan

untuk selanutma diperimbanglan sekagal berilut
Menimbang, bahwa barang bubdi berupa 4 (empat) buah tabung gas

elpii dengan berat 3 Kg dan 1 {sabu) wnit s=peda motor Merk Yamaha Type Mio
sporty warna hijau dengan Mormar Polisi BL 4133 JL, masih diperukan sebagai
barang bulzi dalam perkara Saksi I, maka barang bukzi tersebut dikembalilan

kepada Penumut Umum wiuk dijgdikan barang bukdi dalam perkara tersebut;
Menimbang, bahes untulk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Para Analc
Feadsan yang memberatkan:

Perbuatan Para Anak telah meresahian masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
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Para Anak mengakui kesalahanmya dan berjanji tidak alan mengulangi

lagi perbuatanmya;
Sudah ada perdamaian antara Orang Tua Para Anak dengan Para

Kaorban;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijahi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 353 ayat (1) ke-(4) KUHPidana Jo Undang-

undang MNo. 11 Tahun 2012 Temtang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Undang-undang Momor B Tahun 1981 tentang Hulum Acara Pidana ssra

peraturan penundang-undangan lsin yang bersanghutan;
MENGADILI:
1. Menyatakan Anak | dan Anak || tersebut diatas ielah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam
Keadaam Memberatkan™ sebagaimana dalwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena i dengan pidana
pembinaan dalam Lembaga Pemyelengara Kesejahteraan Sosial Rumch
Seujahtera Anasuk Meutuah (LPES-RSAM) Aceh selama 2 {dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan vang telzh dijalani Para Anak diburangkan
seluruhnya dani pidana yang diatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 (empat) buah tabung gas elpiji dengan berat 3 Kg;
- 1 {satu} unit sepeda moter Merk Yamaha Type Mio sporty wama
hijau dengan Momor Polisi BL 4155 JL;
Dikembaliban kepada Penuntat Urmum untuk dipergunakan s=bagai barang
bukti dalam perkara atas nama Terdsbwa Amir Hussini Alias Mak Empong
Alias 51 Cek Bin Amir;
3. Membebani Para Anak unbuk membayar bisya perkara masing-masing

sejumizh Rp2. 000 (dua ribu rupiah);
Demikdanlsh diputustan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, ol=h

Roni Busamta, 5.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Meger Banda Aceh, dan
diucapkan dalam =idang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal i juga.
dengan dibantu oleh T. Bustari TD, 5.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Meger Banda Aceh, sera dihadir oieh Deamy Puspitasarn, 5.H., Penurtut Umum
dan Para Anak didampingi Penasihat Hukummya, Pembimbing Kemasyarakatan

dan orang wua Para Anak;
Panitera Penggant, Hakim,
T. Bustarmi TD, 5.H. Roni Susanta, 5.H.
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PUTUSAN
Momar 17/Pid. Sus-Anakf2019FPMN Ena

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAMAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Megen Banda Aceh wang mengadili perkara pidana anak
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
=ebagai beribut dalam perlara Anak:

1. Nama lengbap : ;

2. Ternpat lahir - Banda Aceh:

3. Umurf Tanggal lahir ¢ 16 tahun' 21 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Lakd-laks;

5. Kebangsaan : Indonesis;

6. Ternpat tinggal Do

7. Agama : Iskam;

B. Pekerjaan : Pelgjar;

Anak ditahan di rumah tahanan negara oleh:
1. Pemydik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal

14 Olkctober 2015;

3. Hakim Pengadilan Megeri, sejak tangoal 11 Olaober 2019 sampai
dengan tanggal 20 Okdober 2018;

4. Hakim Pengadilan Neger Perpanjangan oleh Ketwa Pengadilan, sejak

tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nowember 2019;
5. Dialihkan ke LPKS ==jak tanggal 21 Oktober 2015;
Anak didampingi aleh Ramli Husen, 5H, Adwolar’ Penasihat Hukum

pada pada Kantor Hubum Ramb Husen, 5 H & Associates berkantor di Jalan
Cut Meutiz Lt Il Ma. 20 Hp. Bamu Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh,

berda=arkan Penetapan Hakm Momor 17/Fid. Sus-Anak2019%FM Ena;
Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya;
Pengadilan Megern tersebut;
Setelsh membaca:
- Penetapan Kews Pengadian Meger Banda Aceh Momaor 17/Pid.Sus-

Anaks201%PN Bna tanggal 11 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid Sus-Anak2019PN Bna tanggal 11

Odtober 2019 tentang penetapan han sidang;
- Hasil Peneliian Kemasyarakatan:
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersanghutan;
Setelah.  mendengar | keterangan  Saksi-saksi dan Anak  sena

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelsh mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan clsh

Penuntut Umum yang pada pokotmya sebagai berilut
1. Memyatakan anak ............. telah terbulti secara =sh dan meyakinkan
bersalsh melskukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Yang
Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
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Ayar (1) ke-d, Jo Undang-undang Momor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak sebagaimana Surat Dakvwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak
[empat) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LFKA) dan
dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani.
3. Memyatakan barang bukti berupa:
. 1 (=aw) Buah Tas Ranssl¥Wama Hitam, Merk Blasted (Berlogo-
PU RAPAT KERJA PENGELOLAAN BMN TAHUM ANGGARAMN 2016

BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERAI);
. 1 {zatu) Unit Laptop Merk Aser, Ukuran 14 InciWama Hitam;
. 1 (satw) Unit Charger Laptop, Wama Hitamdan 1 (zamw) Mos,

‘Warna Merah:
. & (enam) Buah Flash Disc
Dipergunakan dalam berkas perkara ananak ...

4. Menstapkan agar anak ... membayar biaya perkara sebesar Rp.

20060, - {dua rilbu rupiah);
Setelsh mendengar permohonan Penasihat Hulum Anak yang pada

pokokmya menyatakan Anak mengakui tenus terang kesalahanmya dan berganji
tidak akan mengulangi kgl perbuatanmya dan mohon agar Anak dikembalikan

kepada orang tuanys:
Setelsh mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Penasihat Hubum anak yang menyatakan ietap dengan tuniutannya;
Setelsh mendengar tanggapan Pemasihat Hulum Anak terhadap

tanggapan Penumtut Umum  yang pada pokolmys  tetap  dengan

permohonanmya;
Memimbang. batwa Anak diajukan ke persidangan oleh Pemumnut

Umum didalwa berda=srkan surat dakesan sebagai berikut:
Crakavaan:

. selama 4

Balwa ................ [Anak) bersams-sama dengan terdabwa ... &
[Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019
sekira pubul 17.00 WIB atau ==tidak-tidakmya pada sustu wakiu dalam bulan
Agustus 2019 atsu setidak-tdaknya pada swuatu wakiu dalam tahun 2019,
bertempat di depan ... vl T Iskandar Gampong Lamglumpang kec.les
Kareng Banda Acsh, atau setdsk-tidakbnya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam Daersh Hubum Pengadifan Meger Banda Acesh, telah
mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu)
unit Laptop Merk Aser ukuran 14 inci warna hiam, 1 (satu) unit Charger
Laptop wama hitam beserta Mos warna merah, & (enam) buah Flashdisc

sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi ...
dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak yaitu tanpa izim dari
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saksi ..., yang dilabukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu. Perbuatan terssbut dilabubkan oleh terdslawa dengan cara-cara
s=hagai berikut :

Bahwa awalmya pada har senintanggal

19 Agustus 20109, sekira pubul 17.00 Wib.pada saaf itw ................ (Anak)

berada dirumah terdalava ............... {(Dalam berkas perlara tempisah)

di oo, kemudian terdabea ... [[&lam berkas perkara

terpizah) mengatakan kepada Anak . . " ki ke Ulee Karsng

sebertar pergi kera * e Anak ... dan terdabwa ... pum

langsung berangkat ke aragh Ulee kareng menggunakan sspeda motor

merk Honda Beat miik temanmya yang nama dan alamat my=
Anak ... -... Bidak tahw dan pada =ast itu yang membawa s=peda
motor  adalah  terdabova .. dan setibama di depan
i ....mereka melihat ada ssbuah tas di atas dashboard depan
sepeda motor korban yang terparkir di depan toke sedangkan di sekitar
sepeda motor tersebut tidak ada orang atau sepi lalu terdakem .
menghampin sepeda motor tersebut dan memarkirkan sepeda motormys
di samping sepeda motor korban dan Anak ... MEMaENgEU
keadaan sekiar kemudian dengan posisi mereka masih berada di atas
sepeda motor terdalawa ............. langsung mengambil tas yang
bensikan laptop milik korban tersebut dan memindahkan ke atas
dashboard depan =epeda motor nya dan s=telah itu mereka pun langsung
meninggalkan tempat kejadian dan kembal kerumah terdakea ..o,
di .......ec...... unituk memyimpan barang buldi terssbut. dan setiba di rumah
terdabva ................, mereka memenksa isi dari tas tersebut yaitw - 1
(satu} buah tas wama hitam, 1 (=3t} unit Laptop Merk Azer ukuran 14 Inc
warna hitam, 1 {saby) unit Charger Laptop warna hitam beserta Mos warna
merah, 6 {enam) bush Flazhdisc dan kemudian tas tersebut di simpan

oleh terdalava ................ di dalam kamar umahmya;

Bahwa pada har selasstanggal 20
Agustus 2019 =ekira  pulul 1600 Wik, Apak ... dan
terdabva ............. ditangkap oleh anggota polisi s=ktor Polssk Ules
Kareng Kota Banda Aceh, bersama dengan barang buldi hasil pencurian,
selanjutmya Anak .o dan terdabwa ................ didava ke Polsek
Ulee Kareng untuk pengu=utan lebih lanjut;

Bahwm peran Anak ... pada s3aat

melakukan pencurian tersebut berada di belakang atau di bonceng oleh
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terdalw@  .oooeee. . kemudian terdabem .. memarkirkan
sepeda motor mya di samping sepeda motor milik korban dan
Anak ... MEmManiau keadaan diseldtar wko tersebut dalam
keadaan sepi kemudian dengan posisi mersba masih berads di atas
sepeda motor terdakva ................. l[angsung mengambil tas milik korban
tersebut danm =eelah #u mereka  langsung pergi ke rumah
terdabwd ... di e unbuk menyimpan barang buldi;

- Bahwa Anak dan
terdalwd ................. ada melakukan pencurian ditempat lain di sekitaran

kec. Ulee Kareng Kota banda Aceh serts di kampus dayan dawod Hec

Syiah kuala Kota Banda Aceh pada hari dan tanggal yang Anak ...

tidak ingat lagi s=kitar bulan Juli 2019.

- Bahwm benar anak ................. pada wakiu

melakukan tndak pidana tersebut belem mencapai usia 12 {d=lapan

belas) tahun atau setidak-tidakmya belum devasa;

- Eahwa akibat dari terjadinya tindak pidana

pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar

Rp. 7.300.000, { ujuh juts ima ratus ribu rupiah};

Perbuatan ............... [Anak) =ebagaimana distur dan diancam pidana
dalam pasal 263 ayat (1) ke-4 KIUHPidana Jo Undang-undang Momor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Menimbang, bahwa terhadap dalwsan Penunmt Umum, Anak dan

Penasihat Hubum Anak tidak mengajukan keberatan;
Menimbang. bahwa untuk membuktiian dakevaanmya Penuntut Limum

telah mengsjukan sak=i-saksi sebagail berbat:
1 ... dibzswah sumpah pada poloknya menerangkan s=bagai

beribut:
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 s=lditar pulud 1830

WIB bertempat di parkiran ... sak=i telah kehilangan tas ranssl

warna hitam merk Blasted vang diletakkan di sepeda maotor;
- Bahws, tas ransel ersebut berisi 1 (=5i) wnit laptop Merk Acer 14 Inca

warna hitam, 1 (satu} buah charger warna hitam, 1 (satu) buah Mouse wama

merah dan & (enam) buah Flashdish;
-  Bahwa, sebelumnya =aksi datang ke ..............dan mennggalkan tas

ransel tersebut di sepeda motor, selanjutma saksi masuk ke dalam Toko,
setelah keluar dari .................s3ksi mamgir ke Warung Kopi Solong dan bamn
teringat tas ransel saksi dam kemudian saksi kembali ke parkaran
depan .................dan melhat tas ransel saksi sudah tidak ada lag
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- Bahwa, =ak=i kembali ke ... menanyakan apakah tas saksi

tertinggal di tokm tersebut;
- Bahwa, kemudian dilihat rekaman dan CCTVY Toko Annisa dan terlibat

2 (dua) orang yang mengambil tas saksi tersebut;
- Bahwa, selanpinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ulee

Kareng;

- Bahwa, saksitelah memaafkan perbuatan terdabava tersebut;

- Tr.-rhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;
2 . dibawah sumpah pada poloknya menerangkan sebagai

beribut:

- Bahwa, pada har Senin tanggal 19 Agustus 2019 selira pubul 13.30 WIB
bertempat di depan ..., 53kEi dan Anak telah mengambil 1
{satu) buah tas ransel wama hitam merk Blasted;

- Bahwa, sebelurnya saksi dan Anak sampai di depan .............dan
melihat tas tersebut di sepeda motor, laku =aksi memarkirkan sepeda maotor
yang saksi kendarai bersebelahan dengan sepeda motor tersebut kermudian
setelah situasi aman saksi langsung mengambil @5 ransel tersebut
kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua saksi;

- Bahwa, 35 ransel tersebut berisi 1 (zatu) unit laptop Merk Acer 14 Inca
warna hitam, 1 (satu) buah changer varna hitam, 1 (satu) buah Mowse wama
merah dan & (enam) buah Flashdish;

- Bahwa, laptop tersehut telsh saksi tavarkan untuk dijual kepada orang
Izin dengan harga Rp. 400.000,{emgat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, sepeda motor yang saksi gunakan saat itu adalah milik Imran;

- Bahwa, saat saksi mengambil tas tersebut Anak tidak mengatakan apa-
apa;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Riska Agusta Einti Usman. dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada han Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pubul 13.20 WIB

beriempat di depan . . SakEl e menanyzakan
kepada =aksi apak,ah ada tas Iap'bup rrimya Ertn_:,l_:,d di Toko =aksi;
- Bahwa, kemudian saksi dan saksi ... . melihat rebaman CCTV

yang ada di Toko dan terlibat tas ranzel tersebut telah diambil oleh 2 (dua)

orang pelaku di parkiran depan .. y;
- Terhadap keterangan saksi, #nak membenarkan dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah membenkan

keterangan yang pada pokoknya sebagai benbut:
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- Bahwa, pada har Senin tanggal 19 Agustus 2010 seldra pubul 13.30 WIB
berempat di depan .. ... saksi .. . dan Anak telah
mengambil 1 (=3tu) buah tas ransel warna hitam merk Blasted:

- Bahwa, s=sbelummya Anak dan saksi ... sampai di
depan ..dan melihat tas tersebut di sepeda mator, lalu
sakSi .....o.......memarkirkan sepeda motor yang dikendarai bersebelahan

sepeda motor tersebut kemudian melihat situasi aman saksio o

lamgsung mengambil fas ransel tersebut kemudian pergi membawa t@s

ransel tersebut ke rumah orang twa saksi ..o

- Bahwa, tas ransel tersebut berisi 1 (=atu) unit laptop Merk Acer 14 Inca

warma hitam, 1 (=atu) buah charger warmna hitam, 1 (satu} buah Mouse wama

merah dan & (enam) buah Flashdish;

- Bahwa, rencanamya lsplop tersebut akan dijual dengan harga Rp.

A00.000. - (e mpat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, sepeda motor yang digunakan saat itu adalah milikz Imran;

- Bahwa, saat saksi mengambil tas tersebut Anak tidak mengatakan apa-

apa

- Bahwa, Anak ditangkap oleh Anggota Polsek Ules Kareng Kota banda

Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2010 selatar pubul 16.00 WIB di

Lorong Rusa Gampong Kuta Alam;

- Balwa, saat mengambil tas ransel tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang. baiwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua

dari Terdakwa yang pada potobarya mensrangkan sebagai benbt:
- Balws, orang twa anak masih =anggup untule mendidile anak

untukc menjadi lebd baik dan akan lebih meningkatkan pengawasan

terhadap Anak;
Menimbang, babva Penuntut Umum mengajulan barang bukti s=bagai

berilut
1. 1 {=ai) buah tas ranss! warna hitam merk Blasted (berlogo P Rapat
Kerja Pengelolaan BMRN Tahum Anggaran 2016 Balai Wilayah Sungai

Sumatera [);
2. 1 (saw) unit Laptop Merk Acer ubwran 14 Inci wama hitam;
3. 1 (satu} umit Charger Laptop wama hitam dan 1 {satw) Mouse wama

merah;
4. @ {gnam) buah Flashdisk;
5. ! (=atu} rekaman CCTV;

Menimbang. balwwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
dizjukan dipercleh fakts-fakta hulum sebagai berikut
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- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pulul

1830 WIB berempat di depan .. . Anak .. dan
saksi ... .- telah mengamhll 1 {Eam} buah tas ransel wama hitam merk
Blasted milik sak=i .._.............. di sepeda motor;

- Bahwa, sebelummya Anak ... dan saksi ... sampal di
d=pan ................dan melihat ada tas ransel terletak di sepeda motor, sk
saksi ...............memarkirkan sepeda motor vang dikendaraim@a bersama
Anak ... berssbelahan dengan sepeda motor tersebut kemudian
melihat situasi aman saksi ... langsung mengambil tas ransel

tersebut kemudian pergi membawa tas ransel tersebut ke rumah orang tua

- Bahwa, benar tas ransel tersebut bensi 1 {satw) unit [aptop Merk Acer 14

Inchi wama hitam, 1 (sat) buah charger warna hitam, 1 {satu} buah Mouss

wama merah dan & {enam) bush Flashdish;

- Bahwa, benar rencanamya lapiop tersebut akan dijual dengan harga Rp.

A00.000.-(empat ratus ribu rupiah):

- Bahwa, benar sepeda motor yang digunakan saat it adalah milik Irmran;

- Bahwa, benar Anak ditangkap oleh Anggota Polsek Ulee Kareng Kota

banda Aceh pada har Selasa tanggal 20 Agustus 2019 seldtar pukul 16.00

WIB di Lorong Rusa Gampong Kuta Alam;

- Bahwa, benar saat mengambil tas ransel tersebut tidak ada izin dan

pemilikrmyas

Menimbang., bahwa Anak telah didsbwa olsh Penuntut Umum dengan

dakwman tunggal ssbapaimana distur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-(d)
KUHPidana Jo UU Mo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang unsur-unsumya dslah sebagai berikut:
1 Barang =ispa;
2 Mengambil sesuatu barang;
3. ‘fang seluruhnys atau sebagian kepunyaan orang lain;
4 Untuke dimiliki secara melaswan hulam;
] Dilakutan oleh 2 {dua) orang arau lebih;
Menimbang. bahwa terhadap unsurunsur  tersebut  Hakim
mempertimbangkan sebagal berilut
Ad.1 Barang siapa;
Menimbang. bahwa unsuwr Barang siapa diujukan kepada orang

sehbagai subjek hubwum yang didakes melabulan tindak pidana dan atas

perbuatanmya dapat dipenanggungjawabkan secara yuridis;
Menimbang. bahwa yang dimak=ud unsur Barang siapa dalam perlara

ini adalah Anak bermnama _............. yang identitasnmya telah dibenarkan cleh
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Anak sebagai jati dirimya, telah didakwa dan dihadapkan kepersidangan oleh

Jaksa Penuntut Umum;
Menimbang. bahwa berdasarkan keterangan Anak, Hasil Laporan

Peneliian  Kemasyarakatan dihwbungkan dengan Ala Kelahiran Anak,
diperoleh fakia usia Anak ketika tindak pidana i terjadi belum mencapai 18
[delapan belas) tahun, dan Anak saat ini berusia 16 (enam belas) tahun yang
mana masih tergolong Anak sehingga terhadap Anak haruslzh diberlatuban
Undang-Undang R1 Mo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang. balvwa Anak bernama .................. yang telah berusia diatas
12 tahun s=sesuai dengan Undang-Undang terssbut  dapat  dimintsi
pertanggungjasvaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim mengamati dan
mencermati sikap dan perilabu. Anak tergolong orang yang mempunyai akal
yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana
sehagaimana yang didabwakan terpenuhi pada perbuatan Anak dan tidak
ditemnukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilskukan Anak
maka dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, batva berdasarkan pertmbangan tersebut diatas maka
unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

bahwa pada han Senin tangoal 19 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB

bertempat di  depan ..o, Amak ... dan
sak=i ... telah mengambil 1 {sat) bush 3= ransel wama hitam merk
Blasted dan yang terletak di sepeda motor;

Bahwa, sebelumnya Anak ... dan saksi ... =ampai di
depan ...............dan mehhat ada tas ransel tedetak diatas sepeda motor, lak
EabEl . omemarkirkan s2peds motor yang dikendaraings bersama Anak

................. disebelah sepeds motor tersebut kemudian lang=ung mengambil 1as
ransel kemudian pergi membawa @5 ransel tersebut ke rumah orang wa
Bahwa, tas ransel tersebut bensi 1 {saw) unit laptop Merk Acer 14 Inchi
wama hitam, 1 (satu} buah charger warna hitam, 1 (sat) buah Mouse wama
merah dan & (enam) buah Flashdisk, sehingga dengan demikiam unsur ini telah
terpanuhi;
Ad 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
Menimbang, balwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan
bahwa 1 (zatu} buah tas ransel warna hitarn merk Blasted yang berisi 1 (satu)
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unit laptop Merk Acer 14 Inchi wama hitam, 1 {satu) buah charger warna hitam,
1 (=atu} buah Mouse wama merah dan & (enam) buah Flashdisk yvang diambil
oleh Anak ... da;n =3ksio.eee adalah milik saksio

sehingga unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 4. Untuk dimiliki secara melawan hubum;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

bahwa Anak ............ dan s&ksio ... berencana menjual isi tas t3s
ransel warna hitam berupa 1 {satu) unit laptop merk Acer seharga Rp. 400.000.-

[emgat ratus ribu rupiah) dan uangmya akan digunaka untuk kebutuhan mereka
berdua, perbuatan mengambil 1 (saw) buah ta= ransel tersebut tanpa
sepengetahuan dan seizin dan =abk=i ... sehingga dengan demikizn

maka unsur ini tielah terpenubhi;
Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang ataw lebik;

Menimbang, balwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

bahwa Anak ................. dan saksi ................ telah mengambil 1 (saiy) buah fas
ransel wamna hitam merk Blasted milik saksi _................ dari atas s=peda motor;

Bahwa, sehelummya Anak ... ... dan =aksi ... =ampai di
depan ... dan melihat ada tas ransel terl=tak di s=peda motor, lalu
sabsi ...............memarkirkan sepeda motor yang ditendarainym bersama Anak
................. disebelah =epeda motor tersebut kemudian melihat situasi aman
sakEi ..o l3ngsung mengambd tas ransel tersebut kemudian pergi

membawa tas ranse] tersebut ke rumah orang tua saksi ...
IMenimbang, bahwa berdasarkan perimbangan diatas terihat bahwa

perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 [dua) orang yakni Anak ............. dan

sabEi ..., 3ehingga dengan demilian maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bashwa selama pemerib=asn dalam persidangan, tidak
ditemukan adamya ala=an pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat
menghapus kesalaham maupun sifat melawan hubum perbuatan Analk,
=ehingga terhadap Anak tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
wang setimpal atas perbuatanmya;

Menimbang, bahws Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan
Peneliian Kemasyarakatan {LITMAS) membenikan rebomendasi kepada Hakim
yang memeriksa dan memutuskan perkara ind agar terhadap Mien agar dijatuhi
pemionaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Saosial (LPKS),
sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) hunuf d UL No. 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
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Menimbang, batwa dalam perkara imi terhadap Anak pernah dikenalan
penahanan. maka masa penahanan yang telsh dijalani Anak tersebut harusiah

dilurangtan seluruhmya dari pidana yang dijgtuhkan;
Menimbang, bahwa terhadap barang buldi yang diaukan di

persidangan untuk selanputnya dipentimbangkan sebagai benkt:
Menimbang. batwwa barang bulti berupa 1 (satu} buah tas rans=l warna

hitam merk Blasted (berogo PU Rapat Kera Pengelolaan BEMM Tahun
Anggaran 2016 Balai Wilayah Sungai Sumatera [}, 1 (satu) unit Laptop Merk
Acer uburan 14 Ind warna hitam, 1 (satu} unit Charger Laptop wama hitam dan
1 {satu) Mouse wama merah, 6 (enam) bush Flashdisk dan 1 (satu)} rekaman
CCTY masih diperlukan sebagal barang bulti dalam perdara  Momor
36LPid BA2019PN Bns atas nama ..., maka dikembalilkan kepada

Penuntut Umnum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap din Anak,

maka perlu diperimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatian dan

yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahian masyarakar;
Keadaan yang meningankan:
- Anak mengakui kesalahanmya dan berjanj tidak akan mengulangi lagi

perbuatanmys;
- Anak masih ingin melanjutkan s=kolahnya;
- Perbuatan Anak telah dimaafian oleh saksi koban ...

Menimbang. bahwa cleh karens Anak dijatubi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 383 ayat (1) ke-(d) KUHPidana Jo Undang-

undang Meo. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Undangundang Momor 8 Tahun 1881 tentsng Hubum Acara Pidana sera

peraturan perundang-undangan lain yang bersanghkutan;
MENGADILI:
1. Memyatakan Anak ... tersshut diatas telsh terbuldi s=cara sah

dan meyakinkan bersalsh melsbukan tindak pidana “Pencurian Dalam
Keadaan Memberatkan™ ==bagaimana dalwaan tunggal Penuntut Uimum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 11 (sebelas) ham:
3. Menstapkan masa penahanan yang telah dialani Anak dikburanghkan
seluruhmya dari pidana yang diatuhkan;
4. Menstapkan barang bukdi berupa:
1 1 (satu) buah tas ransel wama hitam merk Blasted (Berlogo-PU
Rapat Kerja Pengelolaan BMM Tahun Anggaran 2016 Balai Wilayah
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Sungai Sumatera [);
2. 1 {zaw) Unit Laptop Merk A=ser, Ukuran 14 Inci Wama Hitam;
3. 1 {zat) Unit Charger Laptog, warna hitam dan 1 {satw) Mos wamna

merah:
4. G (enam}) Buah Flash Disk;
Dikembalikan kepada Penuntut Lmum untuk: dipergunalkan sebagai barang

bukti dalam perkara Nomor 38L/PidBR201%PN Bna atas nama

3. Membebani Ansk untuk membayar biaya perkara sejumiah Rpz. 000 (dua
ribu nupiah);

Dremikianiah diputuskan pada hari Rabu. tanggal 30 Oktober 2019, oleh

Roni Susanta, 5.H.. sebagai Hakem pada Pengadilan Megen Banda Acsh, dan

diucapkan dalam sidang terbuba untuk umum pada han dan tanggal i uga,

dengan dibaniu oleh Suraiys, 5. H., Panitera Penggant pada Pengadilan Megeri

Banda Aceh, serta dihadini oleh Devi Safliana, 5.H., Penuntut Umum  dan Anak

didampingi Penasihat Hulummya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua

Anak
Panitera Penggant, Hakim,
Suraiya, 5.H. Roni Susanta, S.H.
Halaman 11 gai 11 Putusan Nomor L7l Sus-SreeZ019%FN Gna
Drecaima
Wmmwwmmmwaﬂ ey gy e i A g St e Lkt Lmg Lok el pad, s S Bt S
pa L pantae Sl S AL N R D Y T LA S N I MAUT S e S e et

Eoim S o e P o e L. T ] S AR A, S S A, L g 0 Rt PR AL g Y i
Bl e ieut e wann e Tl d e dnl Halamen



143

Lampiran 6: Dokumentasi wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri
Banda Aceh

IKIE NADIA

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Sadri, S.H., M.H., selaku
hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Rahmawati, S.H, selaku hakim di
Pengadilan Negeri Banda Aceh.



